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Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa 
 
Analysis of Financial Performance on Tirta Jeneberang PDAM at Gowa 
District 
 




Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penilaian kinerja dan kesehatan 
keuangan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa selama tahun buku 2015 yang masing-masing berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No.47 Tahun 1999 dengan Analisis Rasio 
dan Keputusan Ketua BPPSPAM dengan Economic Value Adde (EVA). Penelitian 
ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data penelitian diperoleh melalui 
dokumentasi data-data keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. Hasil 
perbandingan penilaian kinerja keuangan menunjukkan bahwa penilaian yang 
diperoleh menggunakan Kepmendagri 47/1999 cenderung sama dengan yang 
diperoleh dengan analisis rasio. Sedangkan penialaian kesehatan keuangan 
menggunakan Keputusan Ketua BPPSPAM berbeda dengan yang diperoleh 
menggunakan metode EVA. 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Economic Value Added, Perusahaan Daerah Air 
Minum. 
  
This study aims to compare the performance assessment and financial health of 
Regional Water Supply Company (PDAM) Tirta Jeneberang Gowa District during 
the fiscal year 2015, each based on the Decree of the Minister of Home Affairs 
(Kepmendagri) No.47 of 1999 with Ratio Analysis and Decision of Chairman of 
BPPSPAM with Economic Value Adde (EVA). This research uses quantitative 
descriptive method. Research data obtained through documentation of financial 
data PDAM Tirta Jeneberang Gowa regency. The result of comparison of financial 
performance assessment shows that the assessment obtained by Kepmendagri 
47/1999 tends to be similar to that obtained by ratio analysis. While the 
assessment of financial health using BPPSPAM Chairman Decision is different 
from that obtained using EVA method. 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi ini termasuk 
manusia. Tanpa air manusia akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan 
hidupnya, maka pengelolaanya harus diatur dengan bijak sehingga dapat 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sebagai sumber daya nasional yang 
menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pengelolaanya dipegang oleh 
pemerintah. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi, 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. 
Perwujudan dari otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan 
pemerataan antardaerah dilakukan melalui berbagai arah kebijakan, salah 
satunya adalah desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber 
daya di daerah. Implikasi dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mendongkrak 
sumber-sumber penerimaan daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di 
Pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang tersedia di wilayahnya 
dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk penyerahan sebagian urusan 
pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayanan air 
minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, melalui Peraturan 
Daerah pelaksanaannya diserahkan kepada sebuah instansi. Dalam hal ini 
instansi yang menangani adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
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Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan 
masyarakat akan air bersih meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan 
sarana dan prasarana serta distribusi air bersih. Tujuan lainnya adalah ikut serta 
mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan 
memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari laba sebagai sumber utama 
pembiayaan bagi daerah. Maksud dari tujuan tersebut adalah bahwa PDAM 
sebagai salah satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang 
memadai sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi ganda sebagai Nonprofit 
business dan sekaligus for profit business, menyebabkan PDAM tidak bersifat 
Pure nonprofit organization melainkan bersifat quasi profit organization. Keadaan 
ini memaksa manajemen berupaya menyiapkan strategi-strategi baru yang 
menjadikan PDAM mampu bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, PDAM 
dalam hal ini manajemen harus mengkaji ulang prinsip yang digunakan dalam 
menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dan berkualitas serta 
pelayanan yang baik kepada pelanggan. Untuk dapat menjamin PDAM 
berlangsung dengan baik, maka manajemen perlu mengadakan evaluasi 
terhadap kinerjanya. 
Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, BPKP dalam 
hal ini Deputi Bidang Akuntan Negara diminta untuk melakukan evaluasi kinerja 
terhadap PDAM di seluruh lndonesia sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01 .11-Mnl75 tanggal 29 
Januari,2016 perihal Evaluasi Kinerja PDAM.  
Evaluasi kinerja PDAM bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam 
mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki 
dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk 
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pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, dari hasil 
kompilasi evaluasi kinerja ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi 
pemerintah pusat dalam bentuk strategic recommendation. 
Dalam menilai kinerja PDAM, Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 
(Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 
Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat 
keberhasilan PDAM. Berdasarkan Keputusan tersebut indikator yang diukur 
terdiri tiga aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek 
administrasi. Sedangkan untuk pengukuran tingkat kesehatan PDAM digunakan 
indikator sesuai Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 
tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Pengukuran 
tersebut meliputi empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional 
dan sumber daya manusia. Kedua alat tersebut pada dasarnya merupakan 
pengadopsian dengan penyesuaian dari metode-metode pengukuran kinerja 
perusahaan yang digunakan pada perusahaan swasta. Sebagai metode yang 
diadopsi maka penilaian yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut memiliki 
kemungkinan untuk sama dengan hasil yang diperoleh menggunakan metode 
yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang bersifat profit oriented. 
Beradasarkan paparan yang telah disampaikan, peneliti berinisiatif untuk 
mengimplikasikannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “Penilaian 
Kinerja dan Kesehatan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa”. Menggunakan peraturan normatif Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan Keputusan Ketua BPPSPAM 
Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010. Untuk menambah sudut pandang yang lebih luas 
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peneliti menambahkan pengukuran kinerja dalam hal ini kinerja keuangan 
dengan metode Analasis Rasio dan Economic Value Added (EVA) untuk 
pengukuran kesehatan keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. 
Penelitian terkait kinerja perusahaan daerah air minum telah banyak 
dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh Duwi Ratna Aji pada PDAM Kota Salatiga Tahun 
2012 dan Nurul Ainun pada PDAM Tirta Jeneberang Tahun 2013. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Duwi Ratna Aji terletak pada 
aturan normatif yang digunakan. Pada penelitian Duwi Ratna Aji peraturan 
normatif yang digunakan hanya menggunakan Kepmendagri No 47 Tahun 1999, 
sedangkan penelitian ini tidak hanya menggunakan Kepmendagri No 47 Tahun 
1999 namun juga Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 
untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan PDAM serta metode Analasis 
Rasio dan Economic Value Added (EVA). Perbedaan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Nurul Ainun juga pada penggunaan peraturan normatif. Nurul 
Ainun hanya mengukur kinerja keuangan menggunakan Kepmendagri Nomor 47 
Tahun 1999. Persamaannya terletak pada lokasi penelitian yakni Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. Pemilihan PDAM 
Gowa sebagai lokasi penelitian bukanlah tanpa alasan, peneliti memilih lokasi 
tersebut dengan mempertimbangkan akses dalam memperoleh data yang 
diperlukan, waktu serta biaya dalam melakukan penelitian. 
 
1.2 Fokus Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, 
permasalahan yang difokuskan pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa berdasarkan 
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Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 yang dibandingkan dengan Analisis Rasio 
dan kesehatan keuangan berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 
002/KPTS/K-6/IV/2010 dengan Economic Value Added (EVA) sebagai metode 
pembanding. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan komparasi 
kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa berdasarkan acuan 
normatif yaitu Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang penilaian kinerja 
keuangan PDAM dan kesehatan keuangan berdasarkan Keputusan Ketua 
BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 serta Analisis Rasio dan EVA. Selain 
itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan rujukan 
tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat untuk pengembangan 
akademis terutama pengetahuan mengenai variasi indikator penilaian kinerja 
terkhusus pada pengelolaan sumber daya air minum. Penelitian ini juga 
diharapkan dapat dijadikan sebagai studi perbandingan, bahan acuan, pedoman, 
atau referensi untuk penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan objek 
yang sama namun dengan masalah yang lebih kompleks dan komprehensif. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
.Bagi stakeholder PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, penelitian ini 
dapat menjadi alat bantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja PDAM Tirta 




1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penelitian skripsi ini peneliti sajikan untuk memberikan 
gambaran secara garis besar susunan keseluruhan dari penelitian ini. Penelitian 
ini tersaji dalam 5 bab. 
BAB I Pendahuluan, bab ini membahas fenomena yang melatar belakangi 
usulan penelitian ini, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian 
dan kegunaan atau manfaat diadakannya penelitan, serta sistematika penulisan. 
BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini dijelaskan pengertian teori-teori 
mengenai, kinerja, pengukuran kinerja, dan aturan-aturan pemerintah yang 
berkaitan dengan PDAM yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, 
baik dari bangku perkuliahan maupun sumber yang lain yang mendasari 
penelitian ini, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan dalam 
usulan penelitian skripsi ini yang digunakan sebagai pedoman dalam 
menganalisis masalah.  
BAB III Metode Penelitian, terdiri dari sumber data penelitian, jenis dan 
sumber data, metode analisis data yang digunakan. Bab ini memberikan 
penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal yang terkait pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV Pembahasan dan Hasil, bab ini berisikan gambaran umum 
perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 
perusahaan, serta struktur organisasi. Pembahasan masalah dalam penelitian ini 
yang kemudian disampaikan dalam hasil penelitian. 
BAB V Simpulan dan Saran, hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya 
kemudian disimpulkan, setelah itu dijabarkan saran berdasarkan simpulan dari 







2.1 Pengertian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses 
pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan 
diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga 
menghasilkan laporan keuangan, dan bahkan harus dapat menginterpretasikan 
serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya. 
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 
aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
data atau aktivitas perusahaan tersebut. 
Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat dipakai untuk 
pengambilan keputusan, mulai dari investor atau calon investor sampai dengan 
manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan akan memberikan 
informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas, yang kesemuanya 
akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.  
Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai 
berikut: 
1. Laporan Laba Rugi (income statement) merupakan laporan yang 
sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu 
periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat 
informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan 





hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan 
kerugian. 
2. Laporan Ekuitas Pemilik (Statement of Owner’s Equity) adalah sebuah 
laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu 
perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering 
dinamakan sebagai laporan perubahan modal. 
3. Neraca (Balance Sheet) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang 
posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. 
Tujuan dari laporan ini adalah untuk menggambarkan posisi keuangan 
perusahaan. 
4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) adalah sebuah laporan 
yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara 
terperinci dari masing-masing aktifitas, yaitu mulai dari aktifitas operasi, 
aktifitas investasi, sampai pada aktifitass pendanaan/pembiayaan untuk 
satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya 
kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktifitas selama periode 
berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir 
periode. 
2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 
Tujuan laporan keuangan yaitu pertama, memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi investor, kreditur, dan pemakai lainnya sekarang atau masa 
yang akan datang untuk membuat keputusan investasi. Kedua, memberikan 
informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah 
waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas dari bunga dan dari penjualan 





kreditur, dan pemakai lainnya untuk memperkirakan jumlah waktu, dan 
ketidakpastian aliran kas masuk bersih ke perusahaan.  
Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan 
keuangan yaitu dapat memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi 
kewajiban, dan modal sendiri dari suatu perusahaan dan sebagai alat untuk 
berkomunikasi antara data keuangan suatu perusahaan dengan pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
2.1.2 Pengukuran dan Analisis Kinerja Keuangan 
Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk 
mengevaluasi efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan 
posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek 
pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan 
sumber daya yanng dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila 
perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. 
Pengukuran kinerja penting sebagai sarana atau indikator dalam rangka 
memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. Dengan perbaikan kinerja 
operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan 
keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat 
efisiensi dan efektifitas. 
Pengukuran kinerja dilakukan bersamaan dengan analisis. Analisis kinerja 
keuangan merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, 
yang meliputi peninjauan data keuangan, penghitungan, pengukuran, 
interpretasi, dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada 
suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan 
beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis kinerja keuangan dapat 





1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis 
dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode atau 
lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah (absolut) maupun 
dalam persentase (relatif). 
2. Analisis Tren, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 
mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah 
menunjukkan kenaikan atau penurunan. 
3. Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik 
analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing 
komponen aset terhadap total aset; persentase masing-masing komponen 
hutang dan modal terhadap total pasiva (total aset); persentase masing-
masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. 
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis 
yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan 
modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan. 
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kass, merupakan teknik analisis yang 
digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu 
periode waktu tertentu. 
6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis yang digunakan 
untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun 
laporan laba rugi. 
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis yang 
digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode 





8. Analisis Titik Impas, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 
mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak 
mengalami kerugian. 
9. Analisis Kredit, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai 
layak tidaknya suatu permohonan kredit debitor kepada kreditor, seperti 
bank. 
 
2.2 Analisis Rasio Keuangan 
Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio 
adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang 
ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis rasio 
keuangan ini dapat mengungkapkan hubungan yang penting antar perkiraan 
laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan 
dan kinerja perusahaan. 
Analisis rasio merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling 
banyak digunakan. Meskipun perhitungan rasio hanyalah merupakan operasi 
aritmatika sederhana, namun hasilnya memerlukan interpretasi yang tidak 
mudah. Agar hasil perhitungan rasio menjadi bermakna, sebuah rasio sebaiknya 
mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. Rasio harus diinterpretasikan 
dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat 
berkorelasi dengan faktor-faktor yang meempengaruhi penyebut. 
Pada dasarnya analisis rasio keuangan dikelompokkan ke dalam  empat 
macam kategori, yaitu:  
 
a. Rasio Likuiditas 
Rasio ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan 





(hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Biasanya rasio 
yang digunakan adalah current ratio, cash ratio, dan net working capital to 
total asset ratio. 
b. Rasio Leverage (Solvabilitas) 
Rasio ini untuk digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang 
tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar 
dibandingkan total asetnya. Rasio Leverage yang bisaanya digunakan 
seperti debt to total asset ratio, total debt to total capital asset ratio, total 
debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan lain-lain. 
c. Rasio Aktivitas 
Rasio ini melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa 
tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. 
Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 
mengahkibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada 
aktiva-aktiva tersebut. Beberapa rasio yang digunakan misalnya: total 
asset turn over ratio, receivable turn over ratio, inventory turn over ratio, 
dan sebagainya. 
d. Rasio Keuntungan (Profitabilitas) 
Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan suatu 
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 
penjualan, aset, dan modal saham tertentu pada periode tertentu. 
Beberapa rasio yang sering digunakan adalah gross profit margin, net 
profit margin, return on total asset (ROA), dan sebagainya. 
2.2.1 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan  





ekstern perusahaan. Bagi para bankir berguna untuk mempertimbangkan 
pemberian kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang kepada 
perusahaan, untuk itu para bankir lebih tertarik pada rencana jangka pendek, 
likuiditas, kemampuan memperoleh laba, tingkat efisiensi operasional dan 
solvabilitas. Bagi para kreditur jangka panjang lebih tertarik pada kemampuan 
laba dan tingkat efisiensi operasional. Sedangkan bagi para penanam modal 
lebih tertarik pada kemampuan memperoleh laba jangka panjang dan tingkat 
efisiensi perusahaan. Bagi manajer keuangan tentu saja sangat berkepentingan 
dengan semua aspek rasio keuangan, karena harus mampu membayar hutang 
jangka pendek, mampu membayar hutang jangka panjang, mampu 
meningkatkan efisiensi perusahaan, mampu memaksimalkan nilai perusahaan 
dan mampu memperoleh laba untuk memaksimalkan kekayaan pemegang 
saham.  
2.2.2 Kelemahan Analisis Rasio Keuangan  
Meskipun analisis rasio dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat 
tentang operasi dan keuangan perusahaan, tetapi mempunyai kelemahan yaitu :  
a. Kadang sulit untuk mengidentifikasi kategori industri dengan perusahaan 
berada jika perusahaan beroperasi dalam beberapa bidang usaha.  
b. Angka rata-rata industri yang diterbitkan hanya merupakan perkiraan saja 
dan hanya memberikan panduan umum, karena bukan merupakan hasil 
penelitian ilmiah dari seluruh perusahaan dalam industri maupun sampel 
yang cocok dari beberapa perusahaan dalam industri.  
c. Rasio keuangan dapat terlalu tinggi atau terlalu rendah.  
d. Rata-rata industri mungkin tidak memberikan target rasio atau norma 
yang diinginkan. Rata-rata industri hanya dapat memberikan panduan 





e. Banyak perusahaan mengalami situasi musiman dalam kegiatan 
operasinya sehingga pos neraca dan rasionya akan berubah sepanjang 
tahun saat laporan disiapkan. 
 
2.3 Economic Value Added (EVA) 
2.3.1 Pengertian EVA 
EVA merupakan alat komukasi yang efektif baik untuk penciptaan nilai yang 
dapat dijangkau oleh manajer lini yang akhirnya mendorong kinerja perusahaan 
dan untuk menghubungkan dengan pasar modal.  
Ide dasar dari EVA adalah pengemasan ulang dari manajemen perusahaan 
yang dapat dipercaya dan prinsip keuangan yang pernah ada. Namun EVA 
merupakan inovasi terpenting karena ia membuat teori keuangan moderen. 
Implikasi manajerial dari teori ini adalah mudah diakses oleh menejer 
perusahaan yang tidak terlatih dengan baik dalam keuangan atau tidak pernah 
memikirkannya. EVA membantu para manajer untuk lebih memahami tujuan 
keuangan, dan dengan demikian membantu mereka untuk mencapai tujuan.  
EVA tidak memerlukan adanya suatu perbandingan dengan perusahaan 
sejenis dalam industri dan tidak pula membuat suatu analisa kecenderungan 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Konsep ini lebih menekankan pada penentuan 
besarnya cost of capital. Diperhitungkannya biaya modal atas ekuitas merupakan 
keunggulan pendekatan EVA dibanding pendekatan akuntansi tradisional dalam 
mengukur kinerja perusahaan. 
Economic Value Added (EVA) atau disebut juga dengan nilai tambah 
ekonomis (NITAMI) diartikan sebagai suatu konsep yang dilandasi oleh 
pemikiran bahwa dalam pengukuran laba operasi perusahaan harus dengan adil 





pemegang saham). Derajat keadilannya dinyatakan dengan ukuran tertimbang 
dan struktur modal yang ada.  
Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasi setelah pajak 
dikurangi dengan biaya modal dari seluruh modal untuk menghasilkan laba. Laba 
operasional setelah pajak menggambarkan hasil penciptaan nilai (value) didalam 
perusahaan, sedangkan biaya modal dapat diartikan sebagai pengorbanan yang 
dikeluarkan dalam penciptaan nilai tersebut.  
 Berdasarkan pendapat–pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengertian Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasional setelah 
pajak, dikurangi biaya modal yang digunakan unntuk menilai kinerja perusahaan 
dengan memperhatikan secara adil harapan – harapan para pemegang saham 
dan kreditur. Economic Value Added (EVA) merupakan perangkat finansial untuk 
mengukur keuntungan nyata perusahaan. Hal ini membuat perhitungan 
Economic Value Added (EVA) lain dengan perhitungan analisis rasio keuangan 
lainnya. Perbedaan tersebut dikarenakan pada perhitungan dengan 
menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) dilibatkannya biaya 
modal operasi setelah laba bersih, dimana hal tersebut tidak dilakukan dalam 
perhitungan konvensional.  
Setiap perusahaan tentunya menginginkan nilai Economic Value Added 
(EVA) akan naik terus-menerus, karena Economic Value Added (EVA) adalah 
tolok ukur fundamental dari tingkat pengembalian modal (return of capital). Ada 
beberapa cara untuk meningkatkan nilai Economic Value Added (EVA) 
perusahaan yaitu:  
a. Meningkatkan keuntungan (profit) tanpa menambah modal  
b. Mengurangi pemakaian modal  






Metode Economic Value Added (EVA) sebagai Alat Ukur Kinerja 
Perusahaan Konsep Economic Value Added (EVA) ini tidaklah dimaksudkan 
untuk mengganti laporan rugi laba yang telah ada. Namun pendekatan ini 
hanyalah alat analisis yang digunakan sebagai tambahan informasi keuangan 
yang sangat berguna bagi pihak kreditur dan penyediaan dana dalam 
menentuakan hubungannya dengan perusahaan. Bagi eksekutif hasil 
pengukuran kinerja dengan metode Economic Value Added (EVA) seringkali 
digunakan untuk pengendalian serta sebagai alat yang sangat berguna didalam 
pengambilan keputusan – keputusan strategis.  
Analisis Economic Value Added (EVA) ini mencoba melihat dari segi 
ekonomis dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan adil atas dasar konsep 
kepuasan stakeholder (seluruh anggota perusahaan), bentuknya adalah dengan 
mempertimbangkan harapan – harapan karyawan, pelanggan, dan pemberi 
modal (investor/pemegang saham). Derajat keadilannya adalah ditunjukkan oleh 
biaya modal rata – rata tertimbang dan berpedoman terhadap nilai pasar.   
EVA adalah sisa laba (residual income, excess earning) setelah penyedia 
modal memberikan kompensasi sesuai tingkat pengembalian (rate of return) 
yang dibutuhkan atau setelah semua biaya kapital yang digunakan untuk 
menghasilkan laba. Yang dimaksud dengan laba disini adalah Net Operating 
Profit After Tax (NOPAT) yaitu laba operasi bersih sesudah pajak. Sedangkan 
biaya kapital adalah biaya bunga pinjaman dari biaya ekuitas yang digunakan 
untuk menghasilkan NOPAT yang dihitung secara rata-rata tertimbang (Weighted 
Average Cost of Capital = WACC). EVA yang positif menunjukkan bahwa 
perusahaan berhasil menciptakan nilai (create value) bagi pemilik modal, 





yang negatif menandakan nilai perusahaan berkurang sebagai akibat tingkat 
pengembalian yang dituntut investor. 
2.3.2 Manfaat EVA 
Manfaat dari penerapan EVA antara lain: 
a. Dapat digunakan sebagai penilai kinerja perusahaan yang berfokus pada 
penciptaan nilai (value creation). 
b. Dapat meningkatkan kesadaran manajer bahwa tugas mereka adalah 
untuk memaksimumkan nilai perusahaan serta nilai pemegang saham. 
c. Dapat membuat para manajer berfikir dan juga bertindak seperti halnya 
pemegang saham yaitu memilih investasi yang memaksimumkan tingkat 
pengembalian dan meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai 
perusahaan dapat dimaksimumkan. 
d. EVA membuat para manajer agar memfokuskan perhatian pada kegiatan 
yang menciptakan nilai dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi 
kinerja berdasarkan kriteria maksimum nilai perusahaan. 
e. EVA sebagai motivator perusahaan untuk lebih memperhatikan 
kebijaksanaan struktur modalnya.   
f. EVA dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi proyek atau 
kegiatan yang memberikan pengembalian yang lebih tinggi dari pada 
biaya modal.  
2.3.3 Keunggulan dan Kelemahan EVA 
Economic Value Added (EVA) sebagai alternatif pengukuran kinerja 
perusahaan yang relatif baru, memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. 
Keunggulan yang dimiliki metode Economic Value Added (EVA) antara lain:  
a. Konsep Economic Value Added (EVA) merupakan alat ukur yang dapat 





perusahaan sejenis dalam satu industri, dan tidak perlu pula membuat 
suatu analisis kecenderungan dengan tahun – tahun sebelumnya.  
b. Konsep Economic Value Added (EVA) adalah pengukur kinerja 
perusahaan yang melihat segi ekonomis dalam pengukurannya, yaitu 
dengan memperhatikan harapan – harapan pada pemilik modal (kreditur 
dan pemegang saham) secara adil. Dimana derajat keadilannya 
dinyatakan dalam ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan 
berpedoman pada nilai pasar, bukan nilai buku.  
c. Konsep Economic Value Added (EVA) dapat dipakai sebagai tolok ukur 
dalam pemberian bonus bagi karyawan. Disamping itu Economic Value 
Added (EVA) juga merupakan tolok ukur yang tepat untuk memenuhi 
konsep kepuasan stakeholder yakni bentuk perhatian perusahaan kepada 
karyawan, pelanggan dan pemberi modal (kreditur dan investor).  
d. Walaupun konsep Economic Value Added (EVA) berorientasi pada 
kinerja operasional akan tetapi sangat berpengaruh untuk 
dipertimbangkan dalam penentuan arah strategis perkembangan 
portofolio perusahaan.  
Disamping keunggulan – keunggulan yang dimiliki oleh Economic Value 
Added (EVA) terdapat pula beberapa kelemahan EVA: 
a. EVA hanya mengukur hasil akhir, konsep ini tidak mengukur aktivitas-
aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen. 
b. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat 
mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil 
keputusan untuk menjual atau membeli saham-saham tertentu, padahal 
faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. 





dalam kenyataanya seringkali perusahaan kurang transparan dalam 
mengemukakan kondisi internalnya. 
 
2.4 Sektor Publik 
2.4.1 Definisi Sektor Publik 
Menurut Mahsun (2009) bahwa sektor publik dapat dipahami sebagai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang 
dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara 
lainnya yang diatur dengan hukum. Dalam kerangka pemahaman sektor publik 
maka barang publik yang dimaksud tidak hanya berupa dalam bentuk barang 
secara fisik namun juga mengandung makna non fisik yaitu pelayanan publik 
(untuk selanjutnya dalam bab ini barang publik juga diartikan sebagai pelayanan 
publik). Dari berbagai literatur, barang publik dapat dikategorisasikan menjadi 
dua jenis, yaitu: 
1. Barang publik murni (pure public goods), contohnya: pertahanan nasional 
(defence) dan layanan pemadam kebakaran (fire service), dimana 
pengadaan barang publik murni ini dibiayai dari pajak. Dengan begitu 
terdapat empat karakteristik barang publik murni, sebagai berikut: 
a. Non rivalry in consumption, maksudnya barang publik merupakan 
konsumsi umum sehingga konsumen tidak bersaing dalam 
mengkonsumsinya. 
b. Non exclusive, maksudnya penyediaan barang publik tidak hanya 
diperuntukkan bagi seseorang dan mengabaikan yang lainnya 
sehingga tidak ada yang eksklusif antar individu dalam masyarakat, 





c. Low excludability, maksudnya penyedia atau konsumen suatu barang 
tidak bisa menghalangi atau mengecualikan orang lain untuk 
menggunakan atau memperoleh manfaat dari barang tersebut. 
d. Low competitive, maksudnya antar penyedia barang publik tidak saling 
bersaing secara ketat, hal ini karena keberadaan barang ini tersedia 
dalam jumlah dan kualitas yang sama. 
2. Barang semi publik (quasi public goods) atau biasa juga disebut common 
pool goods, yaitu barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang 
manfaat barang atau jasa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, 
namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi 
konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang atau jasa ini 
sebetulnya mempunyai daya saing yang tinggi tetapi non excludable, 
maksudnya penyedia atau konsumen barang atau pelayanan publik ini 
tidak bisa menghalangi/mengecualikan orang lain untuk menggunakan 
serta memperoleh manfaat dari barang tersebut, meskipun konsumsi 
seseorang akan mengurangi keberadaaan barang atau jasa tersebut. 
Contohnya adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan 
barang atau jasa semi publik ini sebagian dapat dibiayai oleh sektor 
publik dan sebagian lainnya dibiayai oleh sektor privat. 
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, keberadaan sektor publik 
tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan barang publik yang menjadi 
kebutuhan masyarakat, sehingga keberadaan sektor publik ditengah masyarakat 
tidak bisa dihindarkan (inevitable). Dengan demikian, Menurut Jones (1993) 
terdapat tiga peran utama sektor publik dalam masyarakat yaitu: 
1. Regulatory role, sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan 





maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja sebagian 
masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu/mendapatkan akses 
memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai 
akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok 
masyarakat lainnya. 
2. Enabling role, adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya 
peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa 
publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas 
pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat. 
Implikasinya sektor publlik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum 
(law enforcement) dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan 
jasa publik yang sesuai dengan hukum. 
3. Direct provision of goods and services, karena semakin kompleksnya 
area yang harus di ‘cover’ oleh sektor publik dan adanya keterbatasan 
dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka 
pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor 
publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses 
pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan 
sehingga tidak merugikan masyarakat. 
Jika dilihat dari definisi dan peran sektor publik tersebut, maka dengan kata 
lain sektor publik adalah government (pemerintah) yang berfungsi untuk 
mensejahterakan rakyat, artinya pemerintah diberi ‘kekuasaan’ oleh rakyat untuk 








2.4.2 Organisasi Sektor Publik 
Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang 
berkumpul dan berkerjasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai 
tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. 
Apabila dilihat dari tujuan dan sumber pendanaannya maka terdapat 2 tipe 
organisasi sektor publik (Mahsun, 2009) yaitu: 
1. Pure non profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan 
atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi 
ini berasal dari pajak, retribusi, dan pemenerimaan pemerintah lainnya. 
2. Quasi non profit organization, tujuan organisasi ini adalah menyediakan 
atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan 
memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini 
berasal dari investor pemerintah/swasta dan kreditor.  
Dalam perkembangannya di setiap negara cakupan organisasi sektor publik 
sering tidak sama, sehingga tidak ada definisi yang secara komprehensif 
memformulasikan secara baku menyatakan cakupan organisasi sektor publik 
untuk semua sistem pemerintahan. Sehingga dalam suatu pemerintahan 
dimungkinkan terdiri dari berbagai macam organisasi sektor publik yang 
pendirian dan fungsinya memiliki misi tersendiri sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Di Indonesia sendiri organisasi sektor publik yang bertujuan non 
profit contohnya adalah Badan Layanan Umum (BLU) dan yayasan sosial yang 
dibiayai pemerintah. Sedangkan organisasi sektor publik yang bertujuan mencari 
laba contohnya adalah BUMN/BUMD. 
Banyaknya variasi dari organisasi sektor publik juga disebabkan adanya 





manager/pimpinan organisasi akan selalu berupaya mengembangkan berbagai 
pendekatan yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi 
secara terus menerus, bahkan menurut Grote (2000), berbagai organisasi sektor 
publik di Amerika terutama agen-agen pemerintahan justru yang memulai dalam 
inovasi dan pengembangan manajemen kinerja. Selanjutnya menurut Mahsun 
(2009) bentuk adaptasi organisasi sektor publik dalam menghadapi pesatnya 
perubahan lingkungan antara lain: 
1. Struktur yang terlalu birokratik dan bertingkat mengalami pemangkasan, 
karena model struktur yang terlalu birokratik dalam prakteknya tidak 
efektif untuk meningkatkan produktifitas organisasi, memicu terjadinya 
praktek KKN dan sering mengecewakan users. 
2. Sistem sentralisasi mulai banyak diubah menjadi desentralisasi, yaitu 
memunculnya unit-unit pertanggungjawaban atas pendelegasian 
kewenangan yang mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan 
mengelola sumber daya yang dimiliki. 
3. Melakukan perbaikan organisasi berbasis kinerja, dimana laporan 
pengukuran kinerja mulai dilengkapi tidak hanya berisikan tentang 
penggunaan anggaran tetapi lebih berorientasi pada input, output, 
outcome dan benefit. Disamping itu juga adanya umpan balik berupa 
saran dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk tahun berikutnya. 
4. Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dengan membangun 
sistem informasi manajemen yang handal sebagai respon atas semakin 
kompleksnya transaksi organisasi. 
5. Adanya perbedaan yang sistematis terhadap individu-individu dalam 
organisasi, merupakan akibat dari pengembangan kapasitas anggota 





6. Munculnya kesadaran yang tinggi atas pentingnya ukuran kinerja non 
finansial, sebagai akibat dari tuntutan optimalisasi tingkat kepuasan 
masyarakat atas penyediaan barang atau pelayanan publik. 
Berdasarkan ciri-ciri adaptasi organisasi sektor publik tersebut diatas, jika 
dikaitkan dengan pekembangan organisasi sektor publik di Indonesia maka dapat 
dilihat bahwa pemerintah kita saat ini telah mengarah pada perubahan 
manajemen sektor publik secara sistematis dimulai dari pembentukan undang-
undang otonomi daerah sampai dengan undang-undang yang mengatur 
keuangan negara. 
 
2.5 Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
2.5.1 Definisi Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
Sebelum sampai pada definisi pengukuran kinerja, maka terlebih dahulu kita 
harus mengetahui arti kinerja itu sendiri, menurut Mahsun (2009) dari berbagai 
literatur secara umum disarikan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan 
strategis suatu organisasi. Sedangkan menurut Mahmudi (2010) kinerja diartikan 
sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya 
sangat bergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan 
mempengaruhinya, antara lain: 
1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, skill, kepercayaan diri, 
motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, 






3. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan 
dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 
kekompakkan dan keeratan anggota tim. 
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 
diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi. 
5. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan 
lingkungan eksternal dan internal organisasi. 
Menurut Campbell, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat 
dinyatakan kedalam suatu bentuk hubungan fungsional antara kinerja dengan 
atribut kinerja sebagai berikut: 
Kinerja = f (knowledge, skill, motivation, role perception,.......) 
Dimana, knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, skill 
mengacu pada kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaan, motivation 
adalah dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan dan role perception 
menunjukkan peran individu dalam melakukan pekerjaan. 
Untuk mengetahui kinerja organisasi maka setiap organisasi harus memiliki 
kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai, dimana 
tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada suatu konsep tertentu 
yang sudah teruji validitasnya dalam melakukan pengukuran kinerja suatu 
organisasi. Menurut Robertson dalam Mahmudi (2010), pengukuran kinerja 
didefinisikan sebagai sustu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan 
dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas 
efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, 
kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan 





pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target 
tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. 
Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan 
suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas dalam organisasi. Jadi pengukuran kinerja dapat 
disimpulkan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai 
pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga 
dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
2.5.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik 
Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian 
manajemen bagi sektor publik, menurut Mahmudi (2010) terdapat enam tujuan 
dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu: 
a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi 
Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk 
mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi 
sebagai tonggak (milestone) yang menunjukkan tingkat ketercapaian 
tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah 
atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan 
dari arah yang semestinya, pemimpin dengan cepat dapat melakukan 
tindakan koreksi perbaikan. 
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai 
Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan 
terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai 
tujuan strategik organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem 





dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan 
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran 
pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan 
memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau 
pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil 
kerja terbaik. Hanya dengan pengukuran kinerja seseorang dapat 
diketahui bahwa ia telah bekerja dengan baik atau tidak. Proses 
pengukuran dan penilaian kinerja akan menjadi sarana pembelajaran bagi 
semua pegawai organisasi melalui: 
a. Refleksi terhadap kinerja masa lalu 
b. Evaluasi kinerja saat ini 
c. Identifikasi solusi terhadap permasalahan kinerja saat ini dan membuat 
keputusan-keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 
c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya 
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk 
perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem 
pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk 
budaya berprestasi (achievement culture) di dalam organisasi. Budaya 
kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem kinerja 
mampu menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap orang dalam 
organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfir itu 
diperlukan perbaikan kinerja secara terus menerus. Kinerja saat ini harus 
lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus 
lebih baik daripada sekarang. 
d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 





Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi 
manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, 
dan promosi, atau punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan 
promosi, dan teguran. Sistem manajemen kinerja modern diperlukan 
untuk mendukung sistem gaji berdasarkan kinerja (performance based 
pay) atau disebut juga pembayaran yang berorientasi hasil (result 
oriented pay). Untuk mengimplementasikan sistem penggajian berbasis 
kinerja/hasil, maka organisasi sektor publik harus memiliki sistem 
manajemen kinerja yang modern, efektif, dan valid. Organisasi yang 
berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem reward, insentif, dan gaji 
yang memiliki hubungan yang jelas dengan knowledge, skill, dan 
kontribusi individu terhadap kinerja organisasi. 
e. Memotivasi pegawai 
Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. 
Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan 
manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan 
memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai 
untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan 
memperoleh kompensasi yang tinggi. Hal itu hanya akan berjalan dengan 
baik apabila organisasi menggunakan manajemen kompensasi berbasis 
kinerja. Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami 
proses memotivasi, bagaimana individu membuat pilihan tindakan 
berdasarkan pada preferensi, reward, dan prestasi kerjanya. 
f. Menciptakan akuntabilitas publik 
Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong 





seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja 
finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian 
akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk 
laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik 
bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak internal, manajer 
membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan 
akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja, bagi pihak eksternal, 
informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. 
2.5.3 Dampak Penilaian Kinerja Atas Individu dan Karyawan 
Arti penting penilaian kinerja bagi kalangan karyawan, sehingga metode 
penilaian yang digunakan dan hasilnya dikomunikasikan dapat memiliki imbas 
positif maupun negatif terhadap moral kerja karyawan. Pada saat penilaian 
kinerja dipakai untuk tindakan disiplin, kenaikan gaji, promosi, pemecatan, atau 
pemberitahuan sementara, penilaian kinerja akan dianggap menakutkan oleh 
orang yang menilai dirinya rendah, kurang produktif, dan yang merasa bahwa 
penilaian akan dilakukan secara serampangan dan tidak adil. Perasaan-
perasaan serupa berkecamuk pada saat para karyawan tidak mengetahui atau 
memahami kriteria yang digunakan dalam proses penilaian kinerja, atau pada 
saat melihat penilaian kinerja sebagai terlampau kritis daripada membantu. 
Semakin para karyawan memahami proses penilaian kinerja, dan semakin 
penilaian kinerja dipakai sebagai peluang pengembangan dari pada 
kejadiankejadian pengkritikan, maka kebutuhan aktualisasi diriakan terpenuhi. 
Gaya kepemimpinan dan iklim organisasional mempunyai imbas besar atas hasil 






2.5.4 Dampak Penilaian Kinerja Atas Organisasi  
Penilain kinerja mempunyai dampak atas organisasi. Selain membantu 
dalam hal pengambilan keputusan kompensasi dan pemberian umpan balik atas 
kinerja, hasil proses penilaian kinerja dapat memasok data tentang keberhasilan 
aktivitas lainnya seperti perekrutan, seleksi, orientasi, dan pelatihan. Misalnya, 
proses penilaian kinerja mengungkapkan bahwa banyak karyawan yang lemah 
dalam beberapa bidang keahlian, maka modifikasi dapat dilakukan pada 
aktivitas-aktivitas tersebut (misalnya aktivitas pelatihan dan pengembangan). 
 
2.6 Perusahaan Daerah Air Minum 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk 
Perusahaan Daerah yang ada di setiap kabupaten/kota, badan usaha ini 
dibentuk oleh pemerintah daerah yang bergerak pada pengadaan, pengelolaan, 
dan pengembangan air bersih. Pengelolaan PDAM diserahkan sepenuhnya 
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya PDAM diharapkan 
berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada umumnya Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dalam menjalankan usahanya dibebankan tiga 
misi, yaitu sebagai pelayan masyarakat, sebagai salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi 
daerah. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
269/KPTS/1984 tanggal 8 Agustus 1984 diketahui bahwa tugas pokok PDAM 
adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih 
dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat secara adil dan 
merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis. 





1. Menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan 
kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan 
pelayanan air bersih.  
2. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dibidang 
penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan.  
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.  
Dalam rangka menjalankan misi tersebut, PDAM mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
1. Pelayanan umum/jasa.  
2. Penyelenggaraan kemanfaatan umum, dengan mengelola sumber air 
untuk memperoleh air bersih dan menyalurkannya kepada 
pelanggan.  
3. Peningkatan kesejahteraan dibidang sarana air bersih, dengan 
membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka 
mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah 
kerjanya serta melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan 
transmisi untuk menekan kebocoran/kehilangan air.  
4. Peningkatan pendapatan.  
Berdasarkan uraian tersebut dapat kita lihat bahwa PDAM mengembangkan 
misi ekonomi dan misi nonekonomi. Aspek ekonomi terlihat ketika PDAM 
menjalankan fungsinya yaitu memperoleh keuntungan yang memadai, sebab 
apabila PDAM tidak memperoleh profit yang memadai, maka PDAM tidak akan 
mampu menjalankan fungsi publiknya secara optimal sehingga kegiatan ini akan 
mempengaruhi kinerja perusahaan yang akhirnya akan berdampak pada 






2.7 Evaluasi Kinerja PDAM 
Pengertian kinerja adalah prestasi/pencapaian kerja yang telah dilakukan 
manajemen atas strategi pencapaian visi dan misi organisasi yang telah 
ditetapkan. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah 
ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi kinerja bertujuan 
untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan 
secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta 
memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang 
bertanggung jawab. 
Evaluasi standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggaraan 
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang disebut evaluasi 
kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), merupakan kegiatan penilaian 
dan pengukuran tiap-tiap aspek penilaian kinerja sehingga dapat diketahui 
kualitas dan capaian kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan penyediaan air 
minum kepada masyarakat. Evaluasi kinerja PDAM juga merupakan salah satu 
upaya untuk melihat dan sekaligus mengukur tingkat kinerja manajemen dalam 
mengelola perusahaan, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan PDAM yang bersangkutan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi 
kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, evaluasi kinerja PDAM dilakukan 
dengan menghitung capaian kinerja berdasarkan laporan keuangan PDAM yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) serta laporan audit kinerja yang 
dilakukan oleh Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bagi 
PDAM yang laporan keuangannya belum diaudit oleh KAP, tetap dapat dilakukan 





internal PDAM dan diberikan catatan “laporan keuangan belum diaudit 
(unaudited)”. Sedangkan PDAM yang kinerjanya belum diaudit oleh BPKP diberi 
catatan kaki “Hasil Evaluasi BPPSPAM”. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 47 Tahun 1999 dan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-
6/IV/2010 sebagai landasan penilaian kesehatan keuangan.  
2.7.1 Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan BPPSPAM 
Indikator penilaian/evaluasi kinerja PDAM yang digunakan saat ini 
merupakan hasil pengembangan pada tahun 2010 yang disusun oleh tim 
BPPSPAM bekerja sama dengan BPKP, Persatuan Perusahaan Air Minum 
Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan beberapa PDAM. Indikator ini terdiri dari 
empat aspek yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya 
manusia. Hal tersebut mengacu pada pasal 59 Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM. 
Selain itu untuk detail evaluasi kinerja, masing-masing aspek dirinci kedalam 
beberapa indikator penilaian, dan hasil penilaiannya diklasifikasikan ke dalam 3 
(tiga) kategori, yaitu PDAM Sehat, PDAM Kurang Sehat dan PDAM Sakit.  
Prinsip yang digunakan dalam indikator kinerja BPPSPAM yaitu pendekatan 
Balance Score Card. Dengan pendekatan tersebut, indikator penilaian kinerja 
PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip skor berimbang, dengan 
mempertimbangkan karakteristik PDAM itu sendiri. Berkaitan dengan hal 
tersebut, masing-masing aspek pengukuran indikator kinerja diberikan bobot 
yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan karakteristik aspek yang 
bersangkutan yaitu aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek pelayanan 
dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek sumber 





masing-masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan beban 
yang terjadi pada suatu PDAM, antara lain perbedaan dari PDAM di Kabupaten 
dan PDAM di Kota, perbedaan jenis sumber air baku dan jenis pengolahannya, 
serta perbedaan dalam capaian cakupan pelayanan. Adapun pemberian bobot 
aspek operasional yang lebih tinggi dibandingkan aspek lainnya (yaitu 35%) 
didasarkan atas pertimbangan bahwa aspek operasional di dalam penyediaan air 
minum kepada masyarakat pelanggan di PDAM merupakan faktor yang sangat 
penting dalam perolehan pendapatan, sehingga peningkatan kinerja dari aspek 
operasional tersebut memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dari 
ketiga aspek yang lain. 
Adapun masing-masing aspek dalam indikator kinerja BPPSPAM terdiri dari: 
1. Aspek Keuangan, dengan bobot 25%, meliputi:  
a. Rentabilitas, bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM 
menciptakan keuntungan dan menjamin keberlanjutan. Penilaian 
aspek ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas 
manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Aspek 
ini mencakup; 
1) Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan 
tingkat pengembalian terhadap jumlah equity. 
2) Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar 
efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. 
b. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui kemampuan PDAM memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan 
PDAM untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera 





1) Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka 
menjamin kewajiban jangka pendek. 
2) Efektivitas penagihan, untuk mengukur efektivitas kegiatan 
penagihan atas hasil penjualan air. 
c. Solvabilitas dinilai untuk mengetahui kemampuan PDAM menjamin 
kewajiban-kewajiban jangka panjangnya oleh assetnya. Solvabilitas 
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang 
yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.Rasio 
ini mengukur kemampuan dalam rangka memenuhi seluruh 
kewajibannya terhadap total aset.  
2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi; 
a. Cakupan pelayanan teknis, untuk mengetahui berapa besar 
prosentase jumlah penduduk terlayani oleh PDAM dibanding dengan 
jumlah penduduk di wilayah pelayanan PDAM. 
b. Pertumbuhan pelanggan, digunakan untuk mengetahui berapa 
prosentase peningkatan jumlah pelanggan PDAM dalam satu tahun. 
c. Tingkat penyelesaian aduan, indikator ini digunakan untuk menilai 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh PDAM yaitu dengan cara 
mengetahui sejauh mana PDAM mampu menangani keluhan 
pelanggan dalam satu tahun. 
d. Kualitas air pelanggan, indikator ini digunakan untuk mengetahui 
apakah kualitas air yang didistribusikan oleh PDAM kepada 
pelanggan telah memenuhi kualitas air minum seperti yang 





e. Konsumsi air domestik, indikator ini menggambarkan tingkat 
konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulan 
perpelanggan. 
3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ; 
a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi. 
b. Tingkat kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi 
terhadap penjualan air. 
c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara 
keseluruhan dan kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. 
d. Tekanan air pada sambungan pelanggan, untuk mengukur jumlah 
pelanggan yang dilayani dengan tekanan sesuai dengan standar 
minimal. 
e. Penggantian/kalibrasi meter air pelanggan, untuk mengukur tingkat 
ketelitian/akurasi meter air pelanggan. 
4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi; 
a. Rasio pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi 
penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan. 
b. Rasio pendidikan dan pelatihan pegawai, mengukur kepedulian 
perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 
c. Rasio biaya pendidikan dan pelatihan, mengukur kepedulian 
perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan 
pegawai. 
 
2.7.2 Penilaian Kinerja Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 
Indikator Kinerja yang dipakai yaitu menggunakan Keputusan Menteri Dalam 





Pengukuran Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dengan kriteria sebagai 
berikut: 
 
Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk mengetahui  keberhasilan 
perusahaan dalam menjalankan operasinya, sehingga dapat diketahui 
keberhasilan PDAM tersebut dalam bentuk kategori kinerja yang sangat baik, 
baik, cukup, kurang atau tidak baik. Pengukuran kinerja PDAM menurut 
Kepmendagri No. 47 tahun 1999 meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek operasional, 
keuangan dan administrasi. Ketiga aspek tersebut memiliki indikator Pengukuran 
masing-masing. 
A. Pengukuran Kinerja Aspek Operasional.  
Ditinjau berdasarkan aspek operasional, Pengukuran kinerja meliputi :  
1. Cakupan pelayanan 
Cakupan pelayanan air bersih dinilai didasarkan kondisi penduduk 
yang ada pada wilayah tersebut, yaitu dengan membandingkan jumlah 
penduduk yang terlayani terhadap jumlah penduduk secara 
keseluruhan. Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah orang yang 
sudah mendapat pelayanan jaringan air bersih, sedangkan jumlah 
penduduk keseluruhan adalah jumlah penduduk dalam wilayah kerja 
PDAM tersebut.  
2. Kualitas air 
Kualitas air adalah merupakan mutu air yang diproduksi dan 
didistribusikan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 
KRITERIA NILAI
BAIK SEKALI >75
BAIK >60 s/d 75
CUKUP >45 s/d 60
KURANG >30 s/d 45





Pengukuran kualitas air menggunakan parameter baku mutu air bersih 
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan 
kualitas air.  
3. Kontinuitas air 
Pengukuran kontinuitas pengaliran air bersih dilakukan dengan cara 
Pengukuran kualitatif. Kriteria Pengukuran kualitatif menurut 
Kepmendagri No. 47/1999, yaitu   
1) pelanggan mendapatkan distribusi air selama 24 jam;  
2) mendapatkan distribusi kurang dari 24 jam; atau  
3) tidak mendapatkan air sama sekali 
Selain ditinjau dari segi waktu pengaliran, pengukuran kontinuitas 
juga ditinjau berdasarkan besarnya tekanan air yang keluar dari kran 
pelanggan. Indikator Pengukuran tekanan adalah tekanan air normal 
sebesar 0,5-1,0 meter Atm (5–10 mka). Jika tekanan yang dihasilkan 
relatif tidak normal, maka hal ini menunjukkan ketidakmampuan 
perusahaan dalam menyediakan pelayanan secara penuh sesuai 
dengan kebutuhan.  
4. Produktivitas 
Produktivitas pemanfaatan instalasi air bersih dapat diketahui 
berdasarkan jumlah kapasitas produksi dan kapasitas terpasang. 
Kapasitas produksi adalah kapasitas yang dihasilkan dalam 
menghasilkan produksi air, sedangkan kapasitas terpasang adalah 






5. Kehilangan air 
Kehilangan air bersih dapat diketahui dengan membandingkan 
selisih antara jumlah satuan air yang didistribusikan dan jumlah satuan 
air yang terjual dengan jumlah satuan air yang didistribusikan. Jumlah 
satuan air yang didistribusikan adalah jumlah volume (m3) air yang 
tercatat di meter air pelanggan melalui rekening yang ditagihkan. 
Sedangkan jumlah satuan air yang didistribusikan adalah jumlah 
volume (m3) air yang tercatat di meter induk yang dipasang pada pipa 
keluaran (outlet) sistem jaringan hasil produksi yang akan 
didistribusikan.  
6. Peneraan Meter Air 
Pengukuran peneraan meter air adalah seberapa banyak dalam 
setahun PDAM melakukan tera air pelanggannya, tidak termasuk 
meter air yang baru.  
7. Kecepatan Penyambungan baru 
Pengukuran kecepatan penyambungan baru adalah Pengukuran 
jangka waktu proses penyambungan baru yang dihitung sejak 
ditandatanganinya kontrak sambungan baru antara PDAM dengan 
pemohon. 
8. Kemampuan penanganan pengaduan 
Rasio kemampuan penanganan pengaduan dapat ditentukan dari 
berapa jumlah pengaduan yang telah tertangani dari jumlah seluruh 
pengaduan dalam kurun satu bulan.  
9. Kemudahan pelayanan 
Pengukuran kemudahan pelayanan didasarkan pada ketersediaan 





baik untuk melakukan pembayaran maupun pengaduan.  
10. Rasio karyawan 
Jumlah karyawan adalah jumlah karyawan yang aktif pada akhir 
tahun buku yang terdiri dari : karyawan PDAM, karyawan honorer, 
perbantuan dan lainnya yang aktif di PDAM.  
B. Penilaian Kinerja Aspek Keuangan 
Ditinjau berdasarkan aspek keuangan menurut Kepmendagri Nomor 47 
Tahun 1999, penilaian kinerja meliputi 10 (sepuluh) indikator penilaian, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Rasio laba terhadap aktiva produktif, yaitu jumlah laba sebelum pajak 
dibagi jumlah aktiva produktif. 
2) Rasio laba terhadap penjualan, yaitu jumlah laba sebelum pajak dibagi 
dengan jumlah penjualan. 
3) Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancer, yaitu perbandingan aktiva 
lancar terhadap hutang lancar. 
4) Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu perbandingan 
hutang jangka panjang terhadap ekuitas. 
5) Rasio total aktiva terhadap hutang, yaitu perbandingan antara total 
aktiva terhadap total hutang. 
6) Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, yaitu perbandingan 
biaya operasi terhadap pendapatan operasi. 
7) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran 
pokok dan bunga jatuh tempo, yaitu perbandingan laba operasi 






8) Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, yaitu perbandingan 
aktiva produktif terhadap penjualan air. 
9) Rasio jangka waktu penagihan piutang, yaitu perbandingan piutang 
usaha terhadap jumlah penjualan per hari. 
10) Rasio efektivitas penagihan, yaitu perbandingan rekening tertagih 
dalam 1 tahun terhadap pendapatan penjualan air.  
C. Penilaian Kinerja Aspek Administrasi 
Menurut Kepmendagri N0.47 Tahun 1999, ditinjau berdasarkan aspek 
administrasi penilaian kinerja meliputi 10 (sepuluh) indikator penilaian, yaitu 
sebagai berikut :  
1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) 
Perusahaan telah memiliki rencana jangka panjang (corporate 
plan). Rencana tersebut dituangkan dalam rencana tindakan 
kemantapan kinerja 10 tahun ke depan, dan harus dipedomani sebagai 
tindak lanjut perusahaan.  
2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas 
PDAM harus memiliki rencana organisasi dan uraian tugas tingkat 
Kepala Bagian sampai tingkat Kepala Seksi secara tertulis.  
3. Prosedur Operasi Standar 
PDAM harus memiliki prosedur operasi standar untuk bidang 
operasional bidang keuangan, dan bidang administrasi. Dalam 
pelaksanaannya harus mengikuti terhadap prosedur operasi standar 
tersebut. 
4. Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing) 
Setiap pengerjaan jaringan yang ada PDAM harus membuat 





5. Pedoman Penilaian Kerja Karyawan 
PDAM harus memiliki pedoman penilaian kerja karyawan. Pedoman 
ini digunakan untuk menilai kedisiplinan, loyalitas, profesionalisme dan 
pengembangan prestasi-karyawan yang dijadikan acuan di dalam 
penentuan karir, pemberian kompensasi serta peningkatan sumber 
daya manusia melalui pelatihan/diklat di dalam maupun di luar 
perusahaan. 
6. Tertib Laporan Internal 
Laporan internal PDAM berupa laporan tahunan, laporan bulanan, 
laporan harian. Laporan-laporan yang dibuat tersebut baik laporan 
keuangan maupun operasional harus tepat waktu. 
7. Tertib Laporan Eksternal 
Laporan eksternal berupa laporan keuangan tahunan dan laporan 
untuk perpajakan harus dibuat sesuai dengan waktu tanpa ada 
keterlambatan dalam pembuatannya. 
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 
PDAM harus mempunyai rencana kinerja dan anggaran perusahaan 
(RKAP), yang dipedomani dalam melaksanakan kegiatan tahunan.  
9. Opini Auditor Independen 
Opini auditor independen tahun sebelumnya adalah Wajar Tanpa 
Pengecualian atas audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan.  
10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir 
Temuan hasil audit Tahun Buku lalu harus selesai ditindaklanjuti 
pada tahun anggaran berjalan, sebagai sebuah keseriusan dalam 





2.8 Penelitian Terkait 
Penelitian terkait kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 
telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Berikut beberapa penelitian tersebut, 
1. Duwi Ratna Aji berdasarkan penelitiannya pada PDAM Kota Salatiga 
memperoleh hasil bahwa kinerja PDAM Kota Salahtiga mempunyai kinerja 
yang “baik” hal ini ditunjukkan dengan nilai 38 yang diperoleh. Penelitian ini 
tdak hanya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri namun juga 
menggunakan pendekatan value for money untuk mengukur dari sudut 
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian kinerja berdasarkan Value for 
Money menyatakan bahwa PDAM Kota Salatiga sudah ekonomis, efektif 
dan efisien. 
2. Nurul Ainun, menggunakan metode deskriptif kuantitatif pada penelitiannya 
yang bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa. Hasil analisis data keuangan PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa tahun 2008-2012 sesuai Kepmendagri No.47 
tahun 1999 menyimpulkan bahwa secara umum rata-rata kinerja aspek 
keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa menunjukkan kinerja 










3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif. Desain penelitian yang 
akan digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang Pengukuran 
kinerja dan kesehatan keuangan di PDAM Jeneberang Kabupaten Gowa dengan 
menggunakan Kepmendagri No 47 Tahun 1999 dan Keputusan Ketua 
BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 tentang Pengukuran Kinerja 
Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
pada Perusahaan Daerah Air Minum. 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Jeneberang Kabupaten 
Gowa. 
 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitaif yang berupa laporan 
keuangan PDAM Jeneberang Kabupaten Gowa dan data kuantitatif berupa 
metode Pengukuran kinerja PDAM. Adapun sumber data yang digunakan pada 







3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, 
yakni perolehan data melalui laporan keuangan yang didapatkan dari PDAM 
Jeneberang Kabupaten Gowa. 
 
3.5 Analisis Data 
3.5.1 Penilaian Kinerja Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 
Ditinjau berdasarkan aspek keuangan menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 
1999, penlaian kinerja meliputi 10 (sepuluh) indikator Pengukuran, yaitu sebagai 
berikut: 
11) Rasio laba terhadap aktiva produktif, yaitu jumlah laba sebelum pajak 
dibagi jumlah aktiva produktif. 
12) Rasio laba terhadap penjualan, yaitu jumlah laba sebelum pajak dibagi 
dengan jumlah penjualan. 
13) Rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, yaitu perbandingan aktiva 
lancar terhadap hutang lancar. 
14) Rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu perbandingan 
hutang jangka panjang terhadap ekuitas. 
15) Rasio total aktiva terhadap hutang, yaitu perbandingan antara total aktiva 
terhadap total hutang. 
16) Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi, yaitu perbandingan 
biaya operasi terhadap pendapatan operasi. 
17) Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok 
dan bunga jatuh tempo, yaitu perbandingan laba operasi sebelum biaya 





18) Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air, yaitu perbandingan aktiva 
produktif terhadap penjualan air. 
19) Rasio jangka waktu penagihan piutang, yaitu perbandingan piutang usaha 
terhadap jumlah penjualan per hari. 
20) Rasio efektivitas penagihan, yaitu perbandingan rekening tertagih dalam 
1 tahun terhadap pendapatan penjualan air.  
Penetapan status kinerja keuangan berdasarkan Kepmendagri No 47 Tahun 
1999 dilakukan dengan membandingkan nilai total kinerja yang diperoleh dengan 
kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: baik sekali, baik, cukup, kurang, dan tidak 
baik dengan uraian seperti berikut: 
a. Kinerja keuangan PDAM ”Baik Sekali”, apabila memiliki nilai total kinerja “> 
33,75”; 
b. Kinerja keuangan PDAM “Baik”, apabila memiliki nilai total kinerja “> 27 
sampai 33,75”; 
c. Kinerja keuangan PDAM “Cukup”, apabila memiliki nilai total kinerja 
“>20,25 sampai 27”; 
d. Kinerja keuangan PDAM “Kurang”, apabila memiliki nilai total kinerja “> 
13,5 sampai 20,25”; 
e. Kinerja keuangan PDAM “Tidak Baik”, apabila memiliki nilai total kinerja 
“<=13,5”. 
 
3.5.2 Penilaian Kesehatan Keuangan Berdasarkan Indikator BPPSPAM 
Penilaian kesehatan PDAM yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh 
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), 
penentuan kesehatan keuangan PDAM Tirta Jeneberang pada penelitian ini 







Kurang Sehat 0,55 s/d 0,7 
Sakit <0,55 
 
Formula penilaian Kesehatan Keuangan Menurut BPPSPAM 
1. Rentabilitas 
a. Return on Equity, mengukur kemampuan pengembalian terhadap jumlah 
equity. 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Jumlah Ekuitas
 ×100% 
Laba Bersih Setelah Pajak adalah kelebihan seluruh pendapatan atas 
seluruh beban untuk satu periode tertentu (satu tahun) setelah dikurangi 
pajak penghasilan yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi. Jumlah 
Ekuitas adalah jumlah modal ditambah cadangan atau aset dikurangi 
kewajiban. Apabila laba bersih negatif (rugi) dan ekuitas negatif maka 
mendapat nilai 1.  





Beban operasi adalah seluruh beban usaha baik beban langsung usaha 
(beban sumber air, beban pengolahan air dan beban transmisi & distribusi) 
maupun beban tidak langsung usaha (beban administrasi dan umum). 
Pendapatan operasi adalah seluruh pendapatan usaha yang meliputi 
pendapatan air dan pendapatan non air. 
2. Likuiditas 









Jumlah Kas adalah seluruh jumlah uang kas yang ada baik yang berada di 
kas perusahaan (tunai) maupun yang ada di Bank. Setara Kas adalah surat 
berharga yang dimiliki yang secara seketika dapat diuangkan termasuk 
deposito, surat berharga, promes dan cek mundur (yang masuk dalam aset 
lancar). Jumlah Kewajiban Lancar adalah seluruh kewajiban yang harus 
dapat dilunasi dalam satu tahun buku. 
b. Efektivitas Penagihan, mengukur kemampuan perusahaan dalam hal 
penarikan piutang perusahaan. 
Jumlah Penerimaan Rekening Air
Jumlah Rekening Air
 ×100% 
Jumlah Penerimaan Rekening Air adalah penerimaan tunai (penerimaan 
melalui kas dan/atau melalui bank) dalam satu tahun buku atas volume air 
terjual (jumlah rekening air). Jumlah Rekening Air adalah seluruh jumlah 
tagihan kepada pelanggan PDAM sesuai DRD air selama satu tahun (DRD 
air terdiri atas harga air dan beban tetap). Pengertian ini didasarkan bahwa 
penjualan air PDAM (pendapatan penjualan air) dicatat berdasarkan jumlah 
air yang dikonsumsi pelanggan pada saat transaksi terjadi, pelanggan tidak 
langsung membayar. 
3. Solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan terhadap semua 




Jumlah aset adalah sumber daya yang dikuasai PDAM sebagai akibat dari 





diperoleh entitas. Jumlah kewajiban adalah jumlah kewajiban yang harus 
dibayar. 
3.5.3 Alur Proses Penilaian Kinerja PDAM 
Kegiatan Pengukuran kinerja keuangan PDAM secara garis besar dilakukan 
melalui tahapan seperti berikut: 
1. Inventarisasi data 
Tahap ini berisi langkah pengumpulan data aspek keuangan. 
2. Verifikasi, validasi dan updating 
Tahap ini berisi langkah untuk mendapatkan data-data terkini yang bersifat 
valid dan terverifikasi sehingga akan diperoleh hasil evaluasi yang on the 
track dan seragam. 
3. Formula evaluasi kinerja PDAM 
Tahap ini berisi langkah memasukkan data-data yang telah terkumpul ke 
dalam rumus-rumus perhitungan indikator kinerja. Perhitungan nilai 
indikator kinerja didasarkan pada bobot dan nilai standar/kriteria masing-






4. Penetapan status kinerja. 
Penetapan status kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai total 
kinerja 
yang diperoleh dengan kriteria yang telah ditetapkan. 
Gambar 3.1 Alur Proses Pengukuran Kinerja dan Kesehatan Keuangan PDAM 
Berdasarkan Kepmendagri dan BPPSPAM 
 
3.5.4 Langkah-Langkah Menentukan EVA 
3.5.4.1 Langkah-Langkah Dalam Menghitung EVA 
EVA merupakan hasil pengurangan tota biaya modal terhadap laba operasi 
setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt dan cost of equity. 
EVA = NOPAT-(Capital x C) 
Atau 
EVA = (r-c) x Capital 














Verifikasi, Validasi, dan Updating 





1. NOPAT (Net Operating After Tax) adalah laba bersih (Net income after 
Tax) ditambah bunga setelah pajak. 
2. c = biaya capital adalah biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas yang 
digunakan untuk menghasilkan NOPAT tersebut dan dihitung secara 
rata-rata tertimbang (WACC). 
3. r = tingkat balikan capital (Rate Of Return), yaitu NOPAT/C 
4. Capital = Jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk 
membiayai perusahaannya. 
3.5.4.2 Langkah-Langkah Untuk Menghitung EVA  
1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 
Rumus :  
NOPAT = Laba (Rugi)Usaha – Pajak 
Definisi :  
a) Laba/rugi usaha adalah laba/rugi operasi perusahaan dari suatu current 
operating yang merupakan laba/rugi sebelum bunga. 
b) Pajak yang digunakan dalam perhitungan EVA adalah pengorbanan 
yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam penciptaan nilai tersebut. 
2. Menghitung Invested Capital 
Rumus : 
Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka Pendek 
Definisi : 
a) Total hutang + ekuitas menunjukkan beberapa bagian dari setiap rupiah 
modal sendiri yang dijadikan jaminan utang.  
b) Hutang Jangka Pendek merupakan pinjaman yang digunakan 
perusahaan yang pelunasan maupun pembayarannya akan dilakukan 





menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, dan atas 
pinjaman itu tidak dikenal bunga, seperti hutang usaha, hutang pajak, 
biaya yang masih dibayar, dan lain-lain. 
3. Menghitung WACC (Weighted Average Cost Of Capital) 
Rumus :  
WACC = [(D x rd) (1-tax) + (E x re)] 
Dengan : 
Tingkat Hutang = 
Total Hutang
Total Hutang dan Ekuitas
 ×100 




Tingkat Modal/Ekuitas = 
Total Ekuitas
Total Hutang dan Ekuitas
 ×100 
Cost of Equity = 
Laba Bersih Setelah Pajak
Total Ekuitas
 ×100 
Tingkat Pajak (Tax) = 
Beban Pajak
Laba Bersih Sebelum Pajak
 ×100 
Menghitung Capital Charges 
Rumus: Capital Carges = WACC x Invested Capital 
4. Menghitung Economic Value Added (EVA) 
Rumus : EVA = NOPAT – Capital Charges 
atau 
EVA = NOPAT – (WACC x Invested Capital) 
3.5.4.3 Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Dalam EVA  
Dalam EVA, penilaian kinerja keuangan diukur dengan ketentuan:  
a. Jika EVA > 0, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik, 





berhak mendapat bonus, kreditur tetap mendapat bunga dan pemilik 
saham bisa mendapatkan pengembalian yang sama atau lebih dari yang 
ditanam. 
b. Jika EVA = 0, maka secara ekonomis “impas” karena semua laba 
digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana baik 
kreditur maupun pemegang saham, sehingga karyawan tidak mendapat 
bonus hanya gaji.  
c. Jika EVA < 0, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan 
tidak sehat, karena perusahaan tidak bisa memberikan nilai tambah. 
Dalam hal ini karyawan tidak bisa mendapatkan bonus hanya saja 
kreditur tetap mendapat bunga dan pemilik saham tidak mendapat 
pengembalian yang sepadan dengan yang ditanam. 
3.5.5 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio 
3.5.5.1 Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) 
Merupakan Ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memenuhi kewajian finansial jangka pendek yang berupa hutang–hutang 
jangka pendek (short time debt). Adapun yang tergabung dalam rasio ini adalah: 
a. Current Ratio ( Rasio Lancar) 
Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan 
menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Current ratio memberikan 
indikasi penting mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajibannya atau hutang jangka pendeknya, karena kalau hutang 
lancarnya melebihi aktiva lancarnya berarti perusahaan tidak akan 









b. Quick Ratio 
Ukuran likuiditas perusahaan yang lebih teliti dapat ditemukan pada 
angka ratio yang disebut rasio cepat (quick ratio). Pada rasio ini 
persediaan dan persekot biaya dikeluarkan dari total aktiva lancar, dan 
hanya menyisakan pos-pos aktiva lancar yang likuid saja yang dapat 
dibagi dengan utang lancar. Rasio cepat dirancang untuk mengukur 
seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, tanpa harus 
melikuidasi atau bergantung pada persediaannya. Persediaan tidak 
sepenuhnya diandalkan, karena persediaan bukanlah sumber kas yang 
bias segera diperoleh, dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada 
kondisi ekonomi yang lesu. Persediaan adalah aktiva lancar yang paling 
tidak likuid, dan bila terjadi likuidasi maka persediaan merupakan aktiva 
yang paling sering menderita kerugian. Oleh karena itu, pengukuran 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 
tanpa mengandalkan persediaan merupakan hal yang penting. Quick 




c. Cash ratio  
Rasio kas atau cash ratio  merupakan alat yang digunakan untuk 
mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 
hutang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana 
kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di 
bank (yang dapat ditarik setiap saat). Dapat dikatakan rasio ini 





membayar hutang–hutang jangka pendeknya. Oleh sebab itu rasio ini 
menjadi penting untuk diukur oleh PDAM untuk menunjukkan kepada 
kreditor dan masyrakat terkait ketersediaan dana lancar yang dimiliki 
untuk membayar hutang kepada kreditor dan transparansi kepada 
masyarakat untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik terkait kinerja 
PDAM. Cash ratio  dapat dihitung dengan rumus: 
Kas dan Setara Kas
Hutang Lancar
 ×100% 
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka ketiga rasio tersebut perlu untuk 
diukur, tujuannya adalah untuk meunjukkan kemampuan perusahaan dalam 
membayar hutang jangka pendeknya kepada kreditor sehingga akan 
memberikan tingkat kepercayaan yang baik dimata kreditor. Tingkat kepercayaan 
yag baik atau kredibilitas positif ini, nantinya akan membantu PDAM dalam 
mendapatkan bantuan dana. Dengan kemampuan yang baik dalam melunasi 
hutangnya PDAM membuka peluang untuk memperoleh bunga pengembalian 
yang rendah, hal ini padaakhirnya akan membantu PDAM dalam menekan 
tingkat beban modal sehingg akan meningkatkan laba yang diperoleh kemudian 
akan meningkatkan tingkat pengembalian kepada investor dan juga 
meningkatkan kontribusi kepada pendpatan daerah yang berarti terwujudnya misi 
PDAM. Nilai ideal dari ketiga analisa rasio likuiditas adalah minimum sebesar 
150%, semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat. 
3.5.5.2 Rasio Aktivitas 
Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas 
perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk 
mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang 





melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut 
dapat diambil kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif 
dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Berikut rasio Aktivitas yang 
akan diukur dalam penelitian ini: 
a. Perputaran Total Aktiva/Aset 
Sama seperti halnya rasio perputaran aktiva tetap, rasio ini menghitung 
efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya 
menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus 
membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasarannya, dan 
pengeluaran investasi atau modalnya. Rasio perputaran total aktiva 
menggunakan rumus: 
Total Assets Turn Over = 
Penjualan
Rata-rata Total Aset
 ×100%  
Rasio ini merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam 
menghasilkan penjualan. Semakin tinggi tingkat perputarannya semakin 
efektif perusahaan memanfaatkan aktivanya. 
b. Fixed Assets Turn Over 
Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan 
penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 
memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan 
aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi 
aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang 
mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting 
diperhatikan. Sedangkan pada beberapa industri yang lain seperti industri 





tidak begitu penting untuk diperhatikan. Perputaran aktiva tetap dapat 
dihitung dengan rumus sebagai berikut:      




Rasio ini mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam 
mendapatkan penghasilan. Semakin tinggi tingkat perputarannya semakin 
efektif penggunaan aktiva tetapnya 
c. Receivable Turn Over 
Rasio ini mengukur berapa kali, secara rata-rata piutang yang 
dikumpulkan dalam satu tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan 
efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan 
kreditnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis 
terhadap modal kerja, karena memberi ukuran seberapa cepat piutang 
perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang, 
menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih (jangka waktu 
pelunasan). Semakin lama jangka waktu pelunasannya,semakin besar 
pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Rasio ini dapat 
dihitung dengan rumus: 




Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi 
tingkat perputarannya semakin efektif pengelolaan piutangnya. 
d. Inventory Turn Over 
Seperti halnya perputaran piutang, rasio ini juga menggambarkan 
likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan 
dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.  





persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas 
manajemen persediaaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah 
menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif. Rumus 
perhitungannya adalah:          




Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi 
tingkat perputarannya semakin efektif pengelolaan persediaanya. 
Semakin tinggi nilai persentase Rasio Aktivitas adalah semakin baik, 
perusahaan bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis 
di pasar agar dapat menilai seberapa efisien perusahaan mengelola sumber 
daya yang dimiliki. 
3.5.5.3 Ratio Solvabilitas 
Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana 
yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur 
perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa 
jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi 
tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung 
dalam Rasio Leverage adalah : 
a. Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aset) 
Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang 
jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini 
menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh 
hutang. Rasio ini penting untuk diukur oleh manajemen PDAM sebab dari 
hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan 





memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak 
mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. 
Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan 
dibiayai dengan hutang. Sebagai organisasi sektor publik yang bersifat 
quasi non profit organization PDAM perlu untuk menjaga kinerja 
keuangannya terkait kemampuan dalam membayar pinjaman, dengan 
menjaga kemampuan dalam melunasi hutangnya hal ini akan 
mempermudah PDAM dalam memperoleh pendanaan selain dari 
pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang 
merupakan misi penting yang diemban. Pelayanan yang memuaskan 
kedepannya akan berdampak pada citra PDAM dalam masyarakat yang 
kemudian akan meningkatkan trust terhadap PDAM hal ini akan menjadi 
modal penting bagi PDAM untuk dapat memperoleh pendapatan sehingga 
dapat menjamin keberlangsungan aktivitas operasional PDAM. Standar 
pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan 
rasio rata-rata industri yang sejenis. Rasio ini dapat dihitung dengan 
rumus yaitu: 




b. Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas) 
Merupakan Perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam 
pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, 
perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya. Bagi perusahaan 
semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang 
rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan 





atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan 
petunjuk umum tentang kelayakan dan resiko keuangan perusahaan. 
Rasio ini dapat dihitung denga rumus yaitu : 




c. Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (Long Term Debt to 
Equity) 
Rasio hutang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang jangka panjang 
terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya 
perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditor jangka 
panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. 
Dengan kata lain, rasio hutang jangka panjang terhadap modal 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari 
setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka 
panjang. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut: 




d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (Time Interest Earned Ratio) 
Merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali 
kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan 
perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak. 
Rasio keliapatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bagi antara 
laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang 
harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk 
membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Rumus untuk 





Time Interest Earned Ratio = 
Laba Sebelum Bunga dan Pajak 
Beban Bunga
 
e. Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban (Operating Income to 
Liabilities Ratio) 
Merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali 
kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan 
perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba 
operasional terhadap kewajiban sering disebut coverage ratio. Rasio ini 
digunakan untuk megukur sejauh mana laba operasional boleh menurun 
tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. 
Rumus untuk menghitung rasio ini adalah: 




3.5.5.4 Rasio Profitabilitas 
Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan 
perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba 
tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah : 
a. Rasio Tingkat Pengembalian Aset (Return On Assets, ROA) 
Dengan rasio akan nampak seberapa besar tingkat produktifitas seluruh 
aset. Perbedaan hasil perhitungan antara ROI dengan ROA akan 
diketahui sampai seberapa jauh tingkat aset penunjang atau tidak 











Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari 
modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang 
saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat 





c. Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor) 
Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga 
Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba 
kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung 





d. Marjin Laba Operasional (Operating Profit Margin) 
Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba 






e. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah 
pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung 





Alur penilaian kinerja dan kesehatan keuangan PDAM Tirta Jeneberang 
Kabupaten Gowa dengan menggunakan Analisis Rasio dan Economic Value 





Gambar 3.2 Alur Pengukuran Kinerja dan Kesehatan Keuangan Menggunakan Analisis 
Rasio dan EVA 
  



















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
4.1.1 Sejarah Singkat 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa, demi 
memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Sungguminasa dan 
penduduk Kabupaten Gowa, pada tahun 1980 didirikanlah 1 (Satu) pengolahan 
air bersih oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum 
Cabang Dinas Kabupaten Gowa, dimana pengolahan dan pengawasannya 
dilaksanakan oleh Proyek Pengolahan Sarana Air Bersih (PPSAB) Propinsi 
Sulawesi Selatan, dengan kapasitas produksi air bersih 10 liter/detik. Pada tahun 
1981 unit pengolahan air Kabupaten Gowa telah memenuhi kebutuhan air bersih 
bagi masyarakat kota Sungguminasa, sehingga pada tangal 8 September 1982 
sesuai Berita Acara Penyerahan Asset Pemerintah Pusat oleh Departemen 
Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, bersamaan 
itu pula Unit Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Gowa yang 
pengelolaannya dan tanggung jawabnya masih tetap berada pada PSAB 
Propinsi Sulawesi Selatan telah mengangkat Pegawai Bagi BPAM dan 
memperbantukan 3 orang Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten 
Gowa. Dengan laju perkembangan pembangunan Kabupaten Gowa, maka 
kebutuhan air bersih masyarakat kota bertambah sehingga dengan kapasitas 10 
liter/detik terasa sudah tidak mencukupi lagi. 
PPSAB Propinsi Sulawesi Selatan kemudian mengajukan proposal 
pengembangan rencana penambahan kapasitas produksi air bersih sebesar 20 





1985/1986 rencana penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi 
di Lingkungan Cambaya Kelurahan Sungguminasa terealisasi. Tetapi dengan 
adanya IPA yang baru tersebut, Instalasi lama tidak lagi mendapat perhatian 
dengan baik sehingga Unit Pengolahan Air ( IPA ) tersebut tidak dapat 
difungsikan lagi. 
Pada Tahun 1988 berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 1988 tanggal 15 Maret 
1988 didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gowa. Berhubung 
karena unit Pengelolaan Air Bersih telah ada di Kabupaten Gowa yaitu Badan 
Pengelolaan Air Minum Milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen 
Pekerjaan Umum Cabang Dinas Kabupaten Gowa, maka Pemerintah Daerah 
Gowa mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar pengelolaan BPAM tersebut 
diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, sehingga pada tanggal 23 
Januari 1991 berdasarkan SK Menteri PU Nomor 7/KPTS/1991 Tanggal 09 
Februari 1991, terlaksanalah penanda tanganan Berita Acara Penyerahan 
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Bersih di Kabupaten Gowa 
menjadi Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Gowa. 
Perusahaan Derah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Gowa dalam usaha 
memenuhi kebutuhan akan air bersih masyarakat kota yang semakin meningkat, 
telah memperoleh bantuan Pemerintah Pusat melalui APBN Tahun Anggaran 
1991/1995 yaitu penambahan kapasitas produksi 20 liter/detik yang 
pembangunannya dapat direalisasikan pada bulan Januari 1995 dan selesai 
pada Bulan Maret 1995, maka produksi air menjadi 40 liter/detik yang mulai 
beroperasi pada bulan April 1995. 
Perkembangan PDAM Kabupaten Gowa untuk melayani kota Sungguminasa 
dan sekitarnya sudah berjalan dengan baik dan normal, sehingga PDAM 





Kecamatan Tinggi Moncong (Kota Malino) diserahkan pengelolaannya dari 
Pemerintah Kecamatan ke PDAM Gowa dengan nama PDAM Kab. Gowa 
Cabang IKK Malino pada tangal 2 Juli 1994, dimana sumber air dan 
pendistribusiannya menggunakan sistem gravitasi alam. Pada awal Tahun 2001 
telah diserahkan pula 1 (satu) Unit Instalasi Pengolahan Air di Borong Loe oleh 
Pemimpin Proyek Bendungan Bili-Bili dengan Kapasitas air 20 liter/detik, tetapi 
IPA tersebut belum dapat difungsikan sepenuhnya berhubung banyaknya 
kendala-kendala tekhnis yang dihadapi di IPA Borong Loe tersebut. Disamping 
itu pada tanggal 24 Mei 2002 diserahkan pula PDAM Gowa IKK Cabang Bajeng 
ke PDAM Gowa yang merupakan Bantuan Hibah dari Pemerintah Jepang ke 
Pemerintah Indonesia, dengan kapasitas produksi 20 liter/detik. 
Pada bulan Mei 2001, Instalasi Pengelolaan Air Pandang-Pandang yang 
dibangun oleh PPSAB Sulawesi Selatan dan sementara digunakan / dikelola oleh 
PDAM Makassar telah diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Kabupaten 
Gowa. IPA Pandang-pandang dengan kapasitas produksi 200 liter/detik yang 
diserahkan pada bulan Mei 2001 tersebut sudah menambah kapasitas produksi 
air bersih PDAM Gowa menjadi 240 liter/detik. Dengan kapasitas produksi 240 
liter/detik, maka PDAM Kabupaten Gowa terus berusaha untuk memasarkan 
berbagai sambungan baru kepada pelanggan agar keseimbangan antara 
produksi air dan jumlah pelanggan tetap stabil. 
4.1.2 Profil Perusahaan 
4.1.2.1 Pendirian Perusahaan 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Gowa 





11 Tahun 1988 Tanggal 15 Maret 1988 yang sebelumnya berbentuk Badan 
Pengelola Air Minum (BPAM). Data umum perusahaan sebagai berikut. 
Nama Perusahaan : PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
Alamat   : Jl. Alternatif Swadaya, Kabupaten Gowa 
Telepon/Fax  : (0411) 880546 / (0411) 8220242 
e-mail   : pdamgowa@yahoo.co.id 
4.1.2.2 Geografis 
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317°Bujur 
Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437°Lintang Selatan. 
Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Selawesi Selatan merupakan 
daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 
Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 
Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar 
dan Takalar. 
4.1.2.3 Wilayah Administrasi 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni  Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
Kecamatan yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 





Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah 
di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 
Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. 
4.1.2.4 Tujuan dan Fungsi 
Tujuan pendirian PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa menurut Pasal 5 
Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Gowa Nomor 11 Tahun 1988 Tanggal 15 
Maret 1988 adalah. 
a) Turut serta melaksanakan pembangunan daerah. 
b) Melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
Fungsi PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa adalah mengusahakan 
penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gowa dan 
sekitarnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, kegiatan PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa meliputi. 
a) Mengolah sumber air untuk memperoleh air bersih dan menyalurkan 
kepada pelanggan. 
b) Membangun jaringan distribusi dan transmisi dalam rangka 
mengoptimalkan penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah 
kerjanya. 
c) Melakukan pemeliharaan jaringan distribusi dan transmisi untuk menekan 
kebocoran/kehilangan. 
4.1.2.5 Visi dan Misi 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa memiliki visi yaitu 
menjadi PDAM Mandiri profesional yang mengutamakan kepuasan dengan 





Adapun misi dari Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Gowa yaitu: 
a) Pengelolaan perusahaan yang maju, kuat dan sehat dari segi manajemen 
maupun finansial. 
b) Peningkatan kemampuan SDM yang cerdas, terampil dan berperilaku 
yang di dukung oleh iklim dan lingkungan kerja yang sehat. 
c) Peningkatan pelayanan air minum terhadap kualitas, kuantitas dan 
kontinuitas serta keterjangkauan daya beli masyarakat  Peningkatan 
kesejahteraan karyawan. 
4.1.2.6 Struktur Organisasi 
Dalam suatu organisasi dengan segala aktivitasnya terdapat hubungan 
dimana orang-orang yang menjalankan aktivitas tersebut. Semakin banyak 
kegiatan yang dilakukan, makin kompleks pola hubungan-hubungan yang ada. 
Untuk menggambarkan hubungan-hubungan tersebut, dibuatlah suatu bagan 
yang dinamakan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka 
pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki unit-unit 
organisasi untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berdasarkan garis 
wewenang dan tanggung jawab di dalam struktur organisasi, maka dapat 
diketahui kepada siapa seorang pegawai bertanggung jawab atas tugas yang 
dikerjakan. 
Struktur organisasi juga merupakan penyediaan lingkungan kerja yang tepat 
sesuai dengan keahlian dan kecakapan masing-masing karyawan. Tujuan 
struktur organisasi adalah untuk mendapatkan sistem kerja sama yang baik dan 
berguna bagi perusahaan. Agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sebaik-
baiknya maka dalam pelaksanaannya, karyawan harus memiliki koordinasi, yaitu 





Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 
Gowa Nomor 810/XII/2003 Tanggal 31 Desember 2003 yang diperbaharui 
dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 18 November 
2007. Struktur organisasi terdiri atas Badan Pengawas, Dewan Direksi (Direktur 
Utama, Direktur Umum dan Keuangan, dan Direktur Teknik), dan Bagian-bagian 
(Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, dan Bagian 
Transmisi dan Distribusi). 
Berikut adalah pemaparan singkat mengenai struktur organisasi Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa. 
a. Badan Pengawas 
Badan Pengawas PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa diangkat 
dengan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 294 Tanggal 2 Agustus 2010 
dengan susunan sebagai berikut. 
1) Ketua :   Ir. H. Muh. Syarief Syamsir 
2) Sekretaris : Iriansyah Masiga, S.E. 
3) Anggota : Drs. Madjid Basoleng 
b. Direksi 
Direktur Utama PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa diangkat 
dengan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 207/2010 Tanggal 1 April 
2010.Sedangkan Direktur Umum dan Keuangan dan Direktur Teknik 
diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 118/I/2013 Tanggal 





1) Direktur Utama  : Hasanuddin Kamal, S.H., M.H. 
2) Direktur Umum dan Keuangan  : Drs. H. Tajuddin Nur, MM 
3) Direktur Teknik  : Irianto Razak, S.E., MM 
c. Pelanggan 
Jumlah sambungan yang terpasang sampai dengan 31 Desember 
2015 ialah 30.430 pelanggan di mana jumlah ini mengalami kenaikan 
sebesar 2.698 (9,73%) pelanggan dibandingkan dengan tahun 2014. 
Dengan kata lain, jumlah sambungan per 31 Desember 2014 ialah 
sebanyak 27.732 pelanggan jumlah ini menunjukkan adanya kenaikan 
dibandingkan jumlah per 31 Desember 2013 sebanyak 4.313 (18,41%) 
pelanggan. Adapun tabulasi jumlah pelanggan berdasarkan kelompoknya 
akan disajikan pada sub bab selanjutnya (Aktivitas Operasional). 
Sedangkan untuk struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa bisa dilihat pada gambar 4.1. 
 
4.2 Aktivitas Operasional 
Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum sampai dengan 
bulan Desember tahun 2015 untuk wilayah teknis pelayanan sebesar  203.166  
jiwa atau 38,74 % dari jumlah penduduk sebanyak 524.479 jiwa, jumlah ini 
menurun sebesar 4,68% atau sekitar 9.508 jiwa dibandingkan tahun 2014 yang 
mencapai 43,42%. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten cakupan pelayanan 
PDAM Jeneberang sebesar 28,64% dari jumlah penduduk sebanyak 709.386 
jiwa, angka ini meningkat 0,86% dibanding tahun 2014 sebesar 27,78%. Sampai 
dengan saat ini, PDAM telah berupaya untuk meningkatkan cakupan 
pelayanannya yaitu dengan menambah sambungan baru dan di masa 





terlayani di wilayah teknis dapat lebih ditingkatkan. Rincian cakupan pelayan 
PDAM Tirta Jeneberang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
Tabel 4.1 Cakupan Pelayanan Teknis dan Kabupaten PDAM Jeneberang Tahun 2015 
Sumber : Dokumen PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
4.2.1 Ketersediaan Sumber Air Baku 
Sumber air baku yang digunakan PDAM Kabupaten Gowa adalah sumber 
mata air di kecamatan Malino, air permukaan sungai Jeneberang dan air 
bendungan Bili-bili dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Di sisi 
lain, belum terdapatnya sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai 
sumber air. Sampai dengan saat ini, sumber air baku yang berasal dari sungai 
Jeneberang dan bendungan Bili-bili cukup tesedia sebagai sumber air baku, 














4.2.2 Proses Produksi Air 
Untuk menghasilkan air bersih yang siap di salurkan ke pelangan, PDAM 
Tirta Jeneberang Kab. Gowa harus melalui tiga tahap instalasi yang dilakukan 
oleh bagian produksi perusahaan. Adapun tiga tahap instalasi tersebut yaitu: 
1. Instalasi Sumber Air 
Instalasi sumber air merupakan instalasi atau tempat pengambilan air. 
Produksi air yang dihasilkan oleh perusahaan dengan sumber air yang 
bersal dari Sungai Jeneberang Kabupaten Gowa. 
2. Instalasi Pengolahan Air 
Instalasi pengolahan air merupakan instalasi atau tempat air diolah 
dari air baku yang di ambil dari sumber air menjadi air yang siap untuk di 
produksi. Agar lebih jelas mengenai proses produksi air bersih, peneliti 
akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai proses pengolahan air. 
a) Instalasi Sumber Air 
Instalasi  ini  berupa  tempat  pengambilan  air  baku.  Sumber  air  
yang diperoleh oleh PDAM Tirta Jeneberang Kab. Gowa berasal dari 
Sungai Jeneberang di Kabupaten Gowa. Proses ini tidak terlalu 
banyak menggunakan tenaga, pada instalasi ini terdapat bangunan, 
pembangkit tenaga listrik, peralatan pompa, instalasi pompa (mesin-
mesin untuk memompa air), pipa-pipa, meteran, dan dibutuhkan listrik 
untuk mentransfer air ke bagian pengolahan. 
b) Instalasi Pengolahan Air 
Instalasi ini merupakan instalasi yang proses pekerjaan paling 
banyak, memproses air baku menjadi air siap untuk di produksi. Pada 
instalasi pengolahan air terdapat bangunan, alat-alat pengolahan air, 





untuk mentransfer air ke bagian transmisi dan distribusi. Adapun 
proses pengolahan air di bagian pengolahan ini adalah sebagai 
berikut. 
1) Masuknya air pada instalasi ini dimulai dengan mencampurkan air 
bahan baku yang telah di ambil dari instalasi sumber air dengan 
tawas, tujuannya agar air terpisah dari lumpur-lumpur. 
2) Setelah air tercampur tawas, air kemudian di pompa agar masuk ke 
mesin/ tabung pengolahan. Pada proses ini air akan di campur 
dengan bahan-bahan Alumunium Sulfat dan bahan kimia lainnya, 
tempat ini dinamakan cascada. 
3) Air mengalir dari cascada menuju ke flokasi, tempat ini berfungsi 
sebagai penyaringan pertama, dan memisahkan air dari lumpur-
lumpur dan segera masuk ke pipa pembuangan. Air yang telah 
terpisah dari lumpur kemudian akan masuk ke dalan bak filter. 
4) Filter ini berfungsi menjernihkan air dari kuman agar air yang 
dihasilkan lebih bersih. 
5) Setelah melalui filter, air hasil olahan akan di pompa ke dalam bak 
penampungan (reservior). 
 
4.3 Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Kepmendagri 47/1999 
Hasil penilaian atas kinerja Keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa untuk tahun 2015 adalah 30,00 dengan kategori “Baik”, sedangkan untuk 
tahun 2014 adalah 24,75 dengan kategori “Cukup” rincian penilaian kinerja 






Tabel 4.2 Nilai Kinerja PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa Berdasarkan 
Kepmendagri 47/1999 
Aspek Nilai Tahun 2015 Nilai Tahun 2014 Naik/Turun 
Keuangan 30,00 24,75 Naik 
Sumber: Dokumen Laporan Penilaian Kinerja PDAM Tirta Jeneberang 
Secara statistik kinerja keuangan memiliki perubahan positif, hal ini 
dikarenakan pada Tahun 2014 PDAM Tirta Jeneberang mengalami kerugian 
sebesar Rp.634.940.954,00, kemudian pada Tahun 2015 memperoleh laba 
sebelum pajak sebesar Rp.356.336.674,00 yang secara statistik mempengaruhi 
rasio kinerja keuangan secara signifikan. 
 
4.4 Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan Berdasarkan BPPSPAM 
Berdasarkan penilaian yang dilakukan tingkat kesehatan PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa pada tahun 2014 adalah “Sehat” dengan poin 
sebesar 0,81. Walaupun Return On Equity (ROE) dan Rasio Operasional 
menunjukkan nilai minimum, yang disebabkan oleh kerugian yang dialami pada 
tahun tersebut. Pada tahun 2015 tingkat kesehatan keuangan PDAM Tirta 
Jeneberang “Kurang Sehat” dengan poin sebesar 0,81, hal ini diakibatkan oleh 
menurunnya Efektifitas Penagihan yang signifikan dibandingkan tahun 
sebelumnya. Walaupun demikian pada tahun 2015 PDAM Tirta Jeneberang 
memperoleh laba dari operasi yang memberikan efek positif terhadap ROE dan 
Rasio Operasional perusahaan walaupun tidak signifikan. Laba operasional yang 
diperoleh pada tahun 2015 berdasarkan dari laporan laba rugi perusahaan 
(Lampiran 4) disebabkan oleh 2 perubahan signifikan yaitu peningkatan pada 
Pendapatan Penjualan Air dan menurunnya Beban Transmisi dan Distribusi 
dibandingkan tahun 2014 walaupun secara kolektif jumlah Beban Opersional 





kesehatan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa dapat dilihat pada 
Lampiran 2 dan 3. 
 
4.5 Pengukuran Kinerja Menggunakan Economic Value Added (EVA) 
Berikut perhitungan kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa Tahun 2015 menggunakan metode EVA. 
1. Net Operating After Tax (NOPAT) 
NOPAT = Laba (Rugi) Usaha – Pajak 
NOPAT = 463.059.584 - 163.152.990 = 299.906.594 
2. Invested Capital 
Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka Pendek 
2.450.720.777+ 30.121.510.127) – 890.648.864 = 31.681.582.040  
3. Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 
WACC = [(D x rd) (1-tax) + (E x re)] 
a. Tingkat Hutang (D) 
Tingkat Hutang= 
Total Hutang





 ×100 = 7,52% 
b. Cost of Debt (rd) 




Cost of Debt = 
0
2.450.720.777
 ×100 = 0,00% 
c. Tingkat Modal/Ekuitas (E) 
Tingkat Modal/Ekuitas = 
Total Ekuitas
Total Hutang dan Ekuitas
 ×100 
Tingkat Modal/Ekuitas = 
30.121.510.127
32.572.230.904





d. Cost of Equity (re) 
Cost of Equity = 
Laba Bersih Setelah Pajak
Total Ekuitas
 ×100 
Cost of Equity = 
356.336.674
30.121.510.127
 ×100 = 1,18% 
e. Tingkat Pajak (Tax) 
Tingkat Pajak (Tax) = 
Beban Pajak
Laba Bersih Sebelum Pajak
 ×100 
Tingkat Pajak (Tax) = 
163.152.990
519.489.664
 ×100 = 31,41% 
WACC= [(D x rd) (1-tax) + (E x re)] 
WACC= [(7,52% x 0,00%) (1-31,41%) + (92,48% x 1,18%)] = 1,09% 
4. Capital Charges 
Capital Charges = WACC × Invested Capital 
Capital Charges = 1,09% × 31.681.582.040 = 346.593.072,01  
5. Economic Value Added (EVA) 
EVA = NOPAT - Capital Charges 
EVA = 299.906.594 - 346.593.072,01 = (46.686.478,01) 
Berdasarkan perhitungan Economic Value Added (EVA) PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2015 sebesar -46.686.478,01, maka kinerja 
keuangan perusahaan dikatakan tidak sehat, sebab tidak terdapat nilai tambah. 
Berikut perhitungan kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa Tahun 2014 menggunakan metode EVA. 
1. Net Operating After Tax (NOPAT) 
NOPAT = Laba (Rugi) Usaha – Pajak 
NOPAT = (634.940.953) - 0 = (634.940.953) 





Invested Capital = (Total Hutang + Ekuitas) – Hutang Jangka Pendek 
2.721.505.225+ 29.765.173.453) – 1.119.167.312 = 31.367.511.366  
3. Weighted Average Cost Of Capital (WACC) 
WACC = [(D x rd) (1-tax) + (E x re)] 
a. Tingkat Hutang (D) 
Tingkat Hutang= 
Total Hutang





 ×100 = 8,38% 
b. Cost of Debt (rd) 




Cost of Debt = 
103.695.096
2.721.505.225
 ×100 = 3,81% 
c. Tingkat Modal/Ekuitas (E) 
Tingkat Modal/Ekuitas = 
Total Ekuitas
Total Hutang dan Ekuitas
 ×100 
Tingkat Modal/Ekuitas = 
29.765.173.453
32.486.678.678
 ×100 = 91,62% 
d. Cost of Equity (re) 
Cost of Equity = 
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Total Ekuitas
 ×100 
Cost of Equity = 
(634.940.953)
29.765.173.453
 ×100 = (2,13%) 
e. Tingkat Pajak (Tax) 
Tingkat Pajak (Tax) = 
Beban Pajak
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak
 ×100 
Tingkat Pajak (Tax) = 
0
(634.940.953)
 ×100 = 0,00% 





WACC= [(8,38% x 3,81%) (1-0,00%)%) + (91,62% x (-2,13%)] = (1,64)% 
4. Capital Charges 
Capital Charges = WACC × Invested Capital 
Capital Charges = (-1,64)% × 31.367.511.366= (-512.944.417,09) 
5. Economic Value Added (EVA) 
EVA = NOPAT - Capital Charges 
EVA = (-634.940.953) - (-512.944.417,09) = (121.996.535,91) 
Berdasarkan perhitungan Economic Value Added (EVA) PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2014 sebesar -121.996.535,91, maka 
kinerja keuangan perusahaan dikatakan tidak sehat, sebab tidak terdapat nilai 
tambah. 
Berdasarkan perhitungan Economic Value Added terhadap keuangan PDAM 
Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2014 dan 2015 diketahui bahwa tidak 
terdapat nilai tambah selama periode operasional di dua tahun tersebut. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian lebih rendah dibandingkan 
biaya modal yang dikeluarkan. Walaupun demikian secara grafik mengalami 
peningkatan hal ini ditunjukkan dengan total nilai yang turun dari -121.996.535,91 
pada tahun 2014 menjadi -46.686.478,01 pada tahun 2015 atau turun sebesar 
61,73%. Penyebanya adalah perolehan laba yang diperoleh pada tahun 2015, 
sehingga mempengaruhi NOPAT menjadi positif, sedangkan pada tahun 2014 
PDAM Tirta Jeneberang mengalami kerugian. Kedepannya untuk memperbaiki 
kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang perlu lebih meningkatkan efektifitas 








4.6 Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio 
4.6.1 Analisis Rasio Likuiditas 






 = 1123,83% 
Berdasarkan hasil perhitungan Current Ratio tersebut dapat disimpulkan 
bahwa setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Rp. 11,24 (1123,83%/100) 
aset lancar. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan PDAM Tirta 
Jeneberang dalam membayar hutang lancarnya menggunakan aset lancar 
yang tersedia berada dalam kondisi yang baik. 






 = 799,68% 
Hasil perhitungan Quick Ratio menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 hutang 
lancar dijamin oleh Rp. 7,99 (799,68%/100)  aset lancar tanpa persediaan. 
Ini mengindikasikan bahwa kemampuan PDAM Tirta Jeneberang dalam 
membayar hutang lancarnya tanpa persediaan berada dalam kondisi yang 
baik. 
c. Cash Ratio 





 = 250,98% 
Hasil perhitungan Cash Ratio menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 hutang 





tersedia. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan PDAM Tirta Jeneberang 
dalam membayar hutang lancarnya dengan uang yang tersedia baik itu 
direkening bank maupun di kas perusahaan berada dalam kondisi yang 
baik. 
Dengan rata-rata likuiditas 724,83% berdasarkan analisis rasio likuiditas 
yang dilakukan, PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa berada dalam 
kondisi sehat sebab melebihi standar analisis rasio likuiditas yakni 150%. 
4.6.2 Analisis Rasio Aktivitas 
e. Perputaran Total Aktiva/Aset 




Total Assets Turn Over = 
23.204.663.450
32.529.454.790 
 = ×100% = 71% 
Angka 71% menunjukkan bahwa secara ukuran efisiensi perputaran 
aktiva PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa masih kurang efisien. 
Kondisi ini mendeskripsikan adanya inefisiensi perusahaan dalam 
menggunakan aset yang dimiliki. Artinya, manajemen perlu kembali 
melakukan evaluasi terkait strategi pemasaran dan pengeluaran investasi 
atau modal yang dimiliki..  
f. Fixed Assets Turn Over 




Fixed Assets Turn Over = 
23.204.663.450
21.278.743.518 
 ×100% = 109,05% 
Perputaran aset tetap PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
tergolong efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan efisien dalam 






g. Receivable Turn Over 




Receivable Turn Over = 
20.884.214.450
   7.612.015.125
 ×100% = 274,36% 
Perputaran piutang PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa tergolong 
efisien, ini berarti persuhaan efisien dalam melakukan penagihan 
piutangnya. 
h. Inventory Turn Over 




Inventory Turn Over = 
23.204.663.450
2.174.721.359
 ×100% = 1067,02% 
Perputaran persediaan pada PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
tergolong efisien. Artinya PDAM Tirta Jeneberang efisien dalam melakukan 
perputaran persediaan menjadi penjualan. 
Rata-rata rasio aktifitas sebesar 380,44% berdasarkan perhitungan aktivitas 
operasi tersebut mengindikasikan bahwa secara keseluruhan perusahaan telah 
efisien dalam beroperasi menghasilkan pendapatan sebab berada diatas 100%. 
Namun, masih perlu melakukan evaluasi terkait penggunaan aset yang dimiliki 
dalam beroperasi. Sehinggga kedepannya aset yang dimiliki oleh perusahaan 
terutama aset produktif dapat dimanfaatkan secara efisien dalam menghasilkan 






4.6.3 Analisis Rasio Solvabilitas 
a. Debt to Total Asset Ratio ( Rasio Hutang Terhadap Total Aset ) 




Total Debt to Total Asset Ratio = 
2.450.720.777 
32.572.230.903
 = 0,075 
Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa kontribusi total 
hutang dari total aset adalah 7,52%. Dapat pula dikatakan bahwa setiap 
Rp.1 hutang dijamin oleh Rp.13,29 aset. 
b. Debt to Total Equity (Rasio Hutang Terhadap Total Ekuitas) 








 Sebesar 8,1% dari total ekuitas merupakan hutang. Artinya setiap Rp.1 
Hutang dijamin oleh Rp.12,29 ekuitas perusahaan. 
c. Long Term Debt To Total Equity Ratio (Rasio Hutang Jangka Panjang 
Terhadap Total Ekuitas) 




Long Term Debt to Total Equity Ratio = 
6.244.000
30.121.510.127
 = 0,0002 
Kontribusi hutang jangka panjang dalam total ekuitas hanya 0,002%. 
Dengan demikian untuk setiap Rp.1 hutang jangka panjang dijamin oleh 
Rp.4.824 ekuitas yang dimiliki perusahaan. 
d. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (Time Interest Earned Ratio) 
Time Interest Earned Ratio = 
Laba Sebelum Bunga dan Pajak 
Beban Bunga
 
Time Interest Earned Ratio = 
519.489.664 
103.695.096





Beradasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa untuk setiap 
Rp.1 beban bunga dijamin oleh Rp.5 laba yang dihasilkan perusahaan 
sebelum dikurangi pajak. 
e. Rasio Laba Operasional Terhadap Kewajiban (Operating Income to 
Liabilities Ratio) 




Operating Income to Liabilities Ratio = 
463.059.584 
2.450.720.777
 = 0,1889 
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa hanya Rp.0,18 yang 
dapat dijamin oleh laba operasional yang dihasilkan perusahaan untuk 
setiap Rp.1 kewajiban perushaan. 
Perhitungan solvabilitas PDAM Tirta Jeneberang menunjukkan bahwa 
perusahaan secara keseluruhan tergolong solvable. Artinya aset yang dimiliki 
perusahaan mampu menjamin semua kewajiban dengan baik. Namun demikian, 
perusahaan perlu lebih meningkatkan laba dari operasi. Sebab, walaupun 
dengan rasio solvabilitas yang ditunjukkan dapat diasumsikan bahwa 
perusahaan masih mampu untuk memperoleh tambahan modal dari kreditur dan 
kemudian diwujudkan keputusan tersebut kedepannya akan merugikan 
perusahaan jika laba operasi tidak mengalami peningkatan. Laba operasi perlu 
ditingkatkan karena dari situlah perusahaan memperoleh tambahan aset 
terutama modal untuk menjalankan roda perusahaan. 
4.6.4 Analisis Rasio Profitabilitas 





















× 100% = 1,18% 








× 100% = 2,24% 








× 100% = 2,00% 








× 100% = 1,54% 
Rata-rata profitabilitas PDAM Tirta Jeneberang sebesar 1,61%. Walaupun 
secara keseluruhan perusahaan belum tergolong profitable sebagaimana yang 
ditentukan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/740/KMK.00/1989 yakni 
sebesar 12%, maka manajemen masih perlu untuk melakukan peningkatan laba 
operasi perusahaan dengan meningkatkan modal yang digunakan dalam 
kegiatan perusahaan. Selain itu, PDAM Tirta Jeneberang perlu melakukan 
manajemen yang baik terkait beban operasional sehingga kontribusi dari 
penjualan yang dilakukan dapat maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan 
menelaah kembali pengelolaan beban operasional tahun 2014. Sebab, dengan 





beban operasional ke kebutuhan lainnya yang berkontribusi terhadap 
penerimaan atau sekedar menghindari pengeluaran yang lebih besar. 
 
4.7 Perbandingan Penilaian Kinerja Keuangan Menururt Metode EVA dan 
BPPSPAM 
Hasil perhitungan kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang menghasilkan 
tabel perbandingan penilaian dengan metode EVA dan berdasakan BPPSPAM 
berikut: 
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Kinerja Keuangan PDAM Tirta Jeneberang berdasarkan 
Metode EVA dan BPPSPAM 
Nilai Keterangan Nilai Keterangan
EVA (121.996.536)       Tidak Ada Nilai Tambah (46.686.478)       Tidak Ada Nilai Tambah
BPPSPAM 0,81 Sehat 0,7 Kurang Sehat
2014 2015
Metode
Sumber: Olahan Data 
 
Berdasarkan perbandingan yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, terlihat bahwa 
kedua metode ini menunjukkan hasil yang berbeda. Pada tahun 2014 walaupun 
menurut hasil perhitungan metode EVA tidak menunjukkan ada penambahan 
nilai ekonomi yang diperoleh dari aktivitas operasi, namun berdasarkan 
BPPSPAM keuangan PDAM Tirta Jeneberang dinyatakan “sehat”. Pada tahun 
2015 walaupun secara matetatis nilai yang ditunjukkan dari perhitungan EVA 
membaik dalam artian angka yang dihasilkan mendekati nol yang berarti ada 
penambahan nilai ekonomi yang positif pada tahun tersebut walaupun belum 
melebihi 100%. Sedangkan berdasarkan hasil penilaian yang didasarkan pada 
BPPSPAM kesehatan keuangan PDAM Tirta Jeneberang memburuk dibanding 
tahun sebelumnya yakni mendapat hasil “kurang sehat”. 
Adanya perbedaan seperti yang telah disampaikan diakibatkan oleh 
perbedaan pada proses perhitungan. Pada perhitungan BPPSPAM yang 





dari hutang. Sebagaimana yang diketahui balance scorecard tidak 
memperhitungkan biaya yang berasal dari ekuitas. Sedangkan metode EVA 
memperhitungkan kedua biaya ini dengan memasukkannya kedalam komposisi 
rumusnya. Sehingga adanya perubahan pada ekuitas maupun kewajiban akan 
memberikan pengaruh terhadap hasil perhitungan EVA. 
 
4.8 Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Kepmendagri dan 
Metode Analisis Rasio 
Pada dasarnya ada kemiripan antara penialian yang dilakukan menggunakan 
Kepmedagri 47/1999 dengan analisis rasio. Sebab, pada kenyataannya data 
yang digunakan pada kedua metode tersebut sama-sama bersumber dari 
Laporan Neraca dan Rugi Laba. Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 terlihat 
bahwa ada empat indikator yang nilainya sama, yaitu; 
1. Rasio Aktiva Lancar Terhadap Utang Lancar (Current Ratio). 
2. Rasio Laba Terhadap Penjualan (Net Profit Margin) 
3. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (Long Term Debt to Equity 
Ratio). 
4. Rasio Total Aktiva Terhadap Total Utang (Total Debt to Total Asset Ratio) 
Hal ini mengindikasikan dengan jelas bahwa sebagian indikator yang 
digunakan pada metode normatif yaitu Kepmendagri 47/1999 dan digunakan 
oleh PDAM yang berstatus perusahaan publik dalam mengukur kinerjanya 
merupakan adopsi dari metode analisis rasio. Oleh sebab itu, hasil penialaian 
yang diperoleh dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
47 Tahun 1999 tidak jauh berbeda dengan hasil penilaian yang diperoleh 





Sebagai perusahaan publik, PDAM tentu lebih memperhatikan segi 
pelayanannya namun efektifitas dalam penjualan pun menjadi hal yang vital 
sebab perusahaan mutlak memerlukan dana untuk beroperasi oleh sebab itu 
dalam metode Kepmendagri 47/1999 diperhitungkan juga jangka waktu dan 
efektifitas penagihan. Namun, hasil perhitungannya sebagaimana yang 
ditunjukan pada Tabel 4.4 berbeda dengan hasil yang diperoleh melalui 
perhitungan analisis rasio seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.5. Hal ini 
dikarenakan perbedaan komposisi yang digunakan dalam formula kedua metode 
tersebut. Kepmendagri mengukur jangka waktu penagihan dengan membagi 
piutang usaha dengan penjualan perhari. Sedangkan analisis rasio 
memperolehnya dengan membagi total hari dalam setahun (365) dengan 
perputaran piutang atau mengalikan rata-rata piutang dengan total hari dalam 
setahun kemudian membaginya dengan jumlah penjualan. Karena pada 
Kepmendagri 47/1990 jumlah hari dalam setahun yang diakui sebanyak 360 
maka secara matematis pembaginya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hari 
yang diakui pada metode analisis rasio, ini juga termasuk faktor yang 











TAHUN BUKU 2015 
Penilaian Bobot 
 






Peningkatan Rasio Laba Terhadap Aktiva 
Produktif 
1,16%-(-2,06%) 3,22% 































Rasio Laba Operasi Sebelum Biaya 
Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok 
























Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Analisis Rasio 


































 133,4 hari 
Lama Rata-rata Persediaan 
365
10,67
 34,21 hari 
Solvabilitas 
















































Berdasarkan pembahasan dari hasil penilaian kinerja dan kesehatan 
keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa yang telah peneliti 
sampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan menyimpulkan dan 
memberikan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. 
 
5.1 Simpulan 
5.1.1 Penilaian Kinerja dan Tingkat Kesehatan Keuangan 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disampaikan 
sebelumnya. Peneliti menyimpulkan hasil dari penilaian kinerja keuangan PDAM 
Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa sebagai berikut: 
1. Hasil penilaian atas kinerja keuangan PDAM Tirta Jeneberang 
Kabupaten Gowa berdasarkan kepmendagri untuk tahun 2015 adalah 
30,00 dengan kategori “Baik”, sedangkan untuk tahun 2014 adalah 24,75 
dengan kategori “Cukup”. 
2. Tingkat kesehatan PDAM tirta Jeneberang pada tahun 2015 menurun 
menjadi 0,7 dengan kategori “kurang sehat” dibanding tahun 2014 
sebesar 0,81 yang dikategorikan “sehat” walaupun pada tahun 2014 
mengalami kerugian. Penyebabnya adalah penurunan pada efektifitas 
penagihan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014. 
3. Sedangkan kinerja keuangan berdasarkan penilaian analisis rasio untuk 






a) Analisis Likuiditas 
Berdasarkan analisis rasio likuiditas yang dilakukan, PDAM Tirta 
Jeneberang Kabupaten Gowa berada dalam kondisi sehat. Hal ini 
ditunjukkan dengan rata-rata rasio likuiditas keuangannya diatas 
150% yakni sebesar 724,83%. 
b) Analisis Rasio Aktivitas 
Tingkat efisiensi PDAM Tirta Jeneberang rata-rata diatas 100% 
yakni 380,44%, artinya secara keseluruhan PDAM Tirta Jeneberang 
telah melakukan efisiensi yang baik terkait pengelolaan sumber 
daya yang dimilikinya. 
c) Analisis Rasio Solvabilitas 
PDAM Tirta Jeneberang berada dalam rasio solvabilitas yang baik. 
Sebab, sebab mayoritas dana yang dimiliki merupakan dana milik 
sendiri. Oleh sebab itu, secara kolektif PDAM Tirta Jeneberang 
memiliki rasio solvabilitas dibawah 200%.  
d) Analisis Rasio Profitabilitas 
Pada tahun 2014 PDAM Tirta Jeneberang mengalami kerugian, 
namun pada tahun 2015 melakukan come back yang positif. PDAM 
Tirta Jeneberang kembali memperoleh laba dan secara statistik 
merupakan sesuatu yang positif sebagaimana yang ditunjukkan 
dengan rasio profitabilitas positif dari setiap indikator yang diukur. 
4. Berdasarkan perhitungan Economic Value Added (EVA) proses bisnis 
perusahaan keuangan PDAM Tirta Jeneberang tidak memperoleh 
penambahan nilai ekonomi bagi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan 
skor EVA PDAM Tirta Jeneberang yang berada dibawah nol (EVA<0) 





5.1.2 Perbandingan Penilaian Kinerja dan Tingkat Kesehatan Keuangan 
Berdasarkan uraian yang disampaikan secara keseluruhan hasil penilaian 
kinerja keuangan atas laporan keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten 
Gowa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 
menunjukkan hasil yang cenderung sama dengan yang dihasilkan dari penilaian 
dengan Analisis Rasio. Hal ini disebakan Kepmendagri 47/1999 mengadopsi 
formula yang dirumuskan dalam analisis rasio kedalam indikator penilaiannya 
yang menyebabkan beberapa indikator dalam metode ini sama dengan yang ada 
dalam analisis rasio. 
Tingkat kesehatan keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa yang 
diperoleh berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-
6/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air 
Minum menunjukkan hasil berbeda dengan yang diperoleh dari metode 
Economic Value Added. Hal ini dikarena perbedaan dalam proses perhitungan 
antara kedua metode ini. Pendekatan balance scorecard yang diterapkan pada 
metode yang digunakan BPPSPAM menjadikan metode ini hanya 
memperhitungkan biaya atas kewajiban namun tidak memperhitungkan biaya 
atas modal berbeda dengan yang metode EVA yang memasukkan biaya atas 
modal dan kewajiban dalam perhitungannya. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan yang disampaikan ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan terkait kinerja PDAM Tirta Jeneberang.  
1. Mengacu pada hasil penilaian menurut Kepmendagri 47/1999 maka 





operasi atau melalui peningkatan pendapatan operasi. Hal ini dilakukan 
mengingat rasio biaya operasi yang rendah terhadap pendapatan 
operasional. Perusahaan juga perlu lebih mengefektifkan penagihan 
piutang yang jika dilihat menunjukkan penurunan dibanding tahun 2014. 
2. Berdasarkan hasil penilaian menggunakan analisis rasio rata-rata 
profitabilitas sebesar 1,61% menunjukkan bahwa performa keuangan 
perusahaan belum tegolong baik karena belum mencapai standar yang 
ditetapkan sebesar 4% (SK MenKeu no : 7/740/KMK.00/1989) untuk 
lebih meningkatkan profitabilitas perusahaan, maka manajemen 
perusahaan harus lebih meningkatkan laba operasi perusahaan dengan 
meningkatkan modal yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. 
3. Melalui penilaian BPPSPAM diketahui bahwa kondisi kesehatan 
keuangan PDAM tergolong kurang sehat untuk memperbaiki kesehatan 
keuangan, perusahaan perlu memperhatikan efektiftas penagihan dan 
melakukan pengendalian yang bak pada biaya operasional. 
4. Hasil yang diperoleh dari penilaian EVA menunjukkan bahwa 
perusahaan masih belum memberikan nilai tambah ekonomi untuk itu 
perusahaan diharapkan mampu meningkatkan penjualan pada periode 
berikutnya. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang peneliti lakukan masih memiliki beberapa kekurangan. 
Pertama, penelitian ini hanya mengambil data dari tahun buku 2015. Kedua, 
aspek yang diukur dalam penelitian ini hanya pada aspek keuangan. Ketiga, 
metode yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. 





Kedepannya peneliti menyarankan kepada peneliti lain yang melirik 
permasalahan yang sama agar lebih memperbanyak data yang digunakan dan 
menambahkan data primer agar diperoleh informasi yang lebih rinci. Kemudian 
peneliti harap agar dilakukan di lebih dari satu tempat penelitian dengan harapan 
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Lampiran 1: Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 
 
  
No Indikator Rumus Tahun Buku 2015 TAHUN BUKU 2014 




Penilaian Bobot Nilai Penilaian Bobot Nilai 
356.336.674,00
30.774.103.747,31
×100% 1,16% 2 
(634.940.954,00)
30.838.551.520,00
×100% -2,06% 1 
1 
Rasio Laba Terhadap Aktiva 
Produktif 
1a 
Peningkatan Rasio Laba 
Terhadap Aktiva Produktif 
Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif 
Tahun Ini - Rasio Laba Terhadap Aktiva 
Produktif Tahun Lalu 
1,16%-(-2,06%) 3,22% 2 (-2,06%)-0,80% -2,86% 0 






×100% 1,54% 2 
(634.940.954,00)
24.270.215.600,00
×100% -2,62% 1 
2a 
Peningkatan Rasio Laba 
Terhadap Penjualan 
Rasio Laba Terhadap Penjualan Tahun Ini 
– Rasio Laba Terhadap PenjualanTahun 
Lalu 
1,54%-(-2,62%) 4,15% 2 (-2,62%)-0,00% -2,62% 0 
3 







 11,24 5 
9.045.828.481,00
928.413.931,00
 9,74 1 
4 







 0,00 5 
1.553.827.913,00
29.955.926.832,00
 0,05 5 
5 







 13,29 5 
32.486.678.676,00
2.530.751.844,00
 12,84 5 
6 







 0,98 2 
25.416.085.828,00
24.270.215.600,00
 1,05 1 
7 
Rasio Laba Operasi Sebelum 
Biaya Penyusutan Terhadap 
Angsuran Pokok Dan Bunga 
Jatuh Tempo 
Laba Operasi Sebelum Biaya Penyusutan




 11,83 5 
1.887.626.178,00
79.164.000,00
 23,84 5 
8 







 1,33 5 
30.838.551.520,00
20.117.523.600,00
 1,53 5 
9 







 64,88 4 
4.271.580.442,00
67.417.266,00
 63,36 4 






×100% 63,46% 1 
19.318.111.000,00
20.117.523.600,00
×100% 96,03% 5 
Jumlah Nilai Yang Diperoleh 40  33 













Lampiran 2: Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa Tahun 2014 Berdasarkan BPPSPAM 
No Uraian Rumus Penilaian Bobot Nilai Hasil 
1 ROE 
Laba (Rugi) Bersih Setelah 
Pajak x100% 
(634.940.953) 
x100%= -2,13% 0,055 1 0,055 
Jumlah Ekuitas 29.765.173.452 




= 1,04721302 0,055 1 0,055 







x100%= 262,48% 0,055 5 0,275 
Hutang Lancar 1.119.167.312 
4 Efektifitas Penagihan 
Jumlah Penerimaan Rekening 
Air x100% 
19.318.111.000 
x100%= 96,03% 0,055 5 0,275 





x100%= 1193,70% 0,03 5 0,15 
Total Hutang 2.721.505.225 
Jumlah Nilai Yang Diperoleh 0,81 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN MENURUT BPPSPAM : SEHAT 
  
  




Lampiran 3: Penilaian Kesehatan Keuangan PDAM Tirta Jeneberang Tahun 2015 Berdasarkan BPPSPAM 
No Uraian Rumus Penilaian Bobot Nilai Hasil 
1 ROE 
Laba (Rugi) Bersih Setelah 
Pajak x100% 
356.336.674 
x100%= 1,18% 0,055 2 0,11 
Jumlah Ekuitas 30.121.510.127 




= 0,98267347 0,055 2 0,11 







x100%= 250,98% 0,055 5 0,275 
Hutang Lancar 890.648.864 
4 Efektifitas Penagihan 
Jumlah Penerimaan Rekening 
Air x100% 
14.724.602.550 
x100%= 63,46% 0,055 1 0,055 





x100%= 1329,09% 0,03 5 0,15 
Total Hutang 2.450.720.777 
Jumlah Nilai Yang Diperoleh 0,7 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN MENURUT BPPSPAM : 
   
KURANG SEHAT 
  




Lampiran 4: Laporan Laba (Rugi) PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa 
  Uraian 31 Desember 2015 (Rp) 31 Desember 2014 (Rp) 
Pendapatan Operasional 
  
Pendapatan Penjualan Air 23.204.663.450 20.117.523.600 
Pendapatan Non Air 3.520.797.500 4.152.692.000 
Jumlah Pendapatan Operasional 26.725.460.950 24.270.215.600 
   
Beban Operasional 
  
Beban Sumber Air 669.424.959 602.876.297 
Beban Pengolahan Air 11.395.981.367 9.632.825.408 
Beban Transmisi dan Distribusi 4.829.552.070 5.851.280.194 
Beban Administrasi dan Umum 9.367.442.970 9.329.103.927 
Jumlah Beban Operasional 26.262.401.366 25.416.085.826 
   
Laba (Rugi) Operasional 463.059.584 (1.145.870.226) 
   
Pendapatan/Beban Non Operasional 
  
Pendapatan Non Operasi 378.183.078 882.953.850 
Beban Non Operasi 321.752.998 372.024.577 
Jumlah Pendapatan/Beban Non Operasi 56.430.080 510.929.273 
   
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 519.489.664 (634.940.953) 
Beban Pajak Penghasilan 163.152.990 
 
   Laba (Rugi) Setelah Pajak 356.336.674 (634.940.953) 




Lampiran 5: Neraca PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Gowa
 
 
Uraian 2015 2014 Uraian 2015 2014
ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS
 ASET LANCAR  KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
 Kas dan Setara Kas 2.235.371.220        2.937.596.403       Hutang Usaha 118.202.250        110.860.000        
 Piutang Usaha 7.974.864.500        7.249.165.750       Hutang Pajak 241.005.864        929.143.312        
 Akum. Penyisihan Piutang Usaha (3.158.686.897)       (2.977.585.308)      Hutang JP Jatuh Tempo
   Piutang Usaha Bersih 4.816.177.603        4.271.580.442          Bag. Hutang JP Yang Akan JT LN -                         
Piutang Lain-lain     Hutang JP JT Restrukturisasi -                         
   Piutang Pajak Pertambahan Nilai 59.139.169            362.491.547            Hutang JP JT Lainnya 59.214.000          79.164.000          
   Piutang Karyawan 4.457.000              4.457.000            Kewajiban Jangka Pendek Lainnya 472.226.750        
   Akum. Penyisihan Piutang Karyawan (2.725.000)             (2.725.000)           Jumlah Kewajiban Lancar 890.648.864        1.119.167.312     
   Piutang Karyawan Bersih 1.732.000              1.732.000            
 Persediaan 2.886.967.194        1.462.475.525      KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
 Biaya Dibayar Dimuka 9.952.564              9.952.564             Hutang Jangka Panjang Lainnya 6.244.000            48.510.000          
 Jumlah Aset Lancar 10.009.339.750      9.045.828.481       Jumlah Kewajiban Jk Panjang 6.244.000            48.510.000          
 ASET TIDAK LANCAR KEWAJIBAN LAIN-LAIN
 Aset Tetap  Hutang Non Pokok Restrukturisasi 1.553.827.913     1.553.827.913     
   Tanah 951.550.000           551.550.000        Jumlah Kewajiban Lain-lain 1.553.827.913     1.553.827.913     
   Instalasi Sumber Air 179.933.233           179.933.233        
   Instalasi Pompa 3.155.542.390        2.279.399.650      EKUITAS
   Instalasi Pengolahan Air 26.739.410.235      26.712.999.235    Penyertaan Pemda Kabupaten Gowa 711.323.940        711.323.940        
   Instalasi Transmisi dan Distribusi 15.455.263.615      15.138.403.615    Penyertaan Pemerintah RI YBDS 30.951.027.307    30.951.027.307    
   Bangunan/Gedung 937.537.400           647.302.400         Modal Hibah 3.810.142.571     3.810.142.571     
   Peralatan dan Perlengkapan 152.295.375           152.295.375        Laba (Rugi) Tahun Lalu (5.707.320.365)    (5.072.379.412)    
   Kendaraan/Alat Pengangkutan 1.120.286.100        1.097.270.100      Laba (Rugi) Tahun Berjalan 356.336.674        (634.940.953)       
   Inventaris/Perabotan Kantor 948.068.400           820.243.400        
 Harga Perolehan Aset Tetap 49.639.886.748      47.579.397.008    
 Akum. Penyusutan (28.875.122.751)     (25.786.673.969)   
 Akum. Penurunan Nilai
 Nilai Buku Aset Tetap 20.764.763.997      21.792.723.039    Jumlah Ekuitas 30.121.510.127    29.765.173.453    
 Aset Lain-lain
    Pembayaran Dimuka Kpd Pemda 1.798.127.156        1.648.127.156      
Jumlah Aset Lain-lain 22.562.891.153      23.440.850.195    
JUMLAH ASET
32.572.230.903      32.486.678.676    
JUMLAH KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 32.572.230.904    32.486.678.678    
